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ABSTRAK 
 

Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini dikhawatirkan dapat menentang posisi 

Australia sebagai hegemonic power di Papua Nugini. Pengaruh Tiongkok terdiri dari 

kerjasama dari segi keamanan dan militer, bantuan luar negeri, ekonomi dan politik. 

Akumulasi dari pengaruh tersebut direspon dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Australia.  Setiap kebijakan yang dikeluarkan Australia kemudian dijelaskan 

berdasarkan konsep soft balancing oleh Robert A Pape. Soft balancing adalah konsep 

yang menjelaskan bagaimana suatu negara mengimbangi negara lain dengan cara 

mengimbagi negara musuh, superior atau negara yang menentang tanpa 

menggunakan kekerasan. Soft balancing terdiri dari dengan empat indikator yakni 

penolakan akses teritorial terhadap negara superior atau disebut dengan territorial 

denial, penyertaan diplomasi  atau disebut entangling diplomacy yakni manuver 

diplomatik menggunakan norma institusi internasional, penguatan ekonomi atau 

disebut economic strengthening dengan cara membuat blok perdagangan tanpa negara 

rival dan sinyal tekad menyeimbangkan atau disebut signal of resolve to balance 

yakni melakukan tindakan kolektif bersama negara second-ranked powers untuk 

menjaga komitmen dalam rangka perimbangan negara superior. Dengan demikian 

penelitian ini akan menganalisis bagaiaman Australia mengaplikasikan empat 

indikator soft balancing untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok Di Papua Nugini 

dengan rentang waktu sepanjang 2015-2019. 

Kata Kunci: Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini, Posisi Australia, Soft Balancing. 

 

ABSTRACT 

Tiongkok influence in Papua New Guinea could be challenged Australia‘s 

position as hegemonic power in Papua New Guinea. Tiongkok influence consists of 

coorporation in security and military, foreign aid, economic and politic. Acumulation 

from those influence responded by Australian‘s Policies. Every Australian‘s Policies 

can be explained based on soft balancing concept by Robert A Pape.  Soft Balancing 

consists of four indicators such as territorial denial as refusal of territorial access to 

superior state, entangling diplomacy as diplomatic manuver with utilization of 

international institution norm, economic strengthening as create a trading bloc for 

increasing economy exclude non members or trade away from superior state and 

signal of resolve to balance as act collectively with second-ranked powers by keep the 

commitment for balancing superior state. Therefore this research conduct of analysis 

how Australia applying four indicators of soft balancing to balance Tiongkok 

influence in Papua New Guinea with specialization of Tiongok Influence on 2015-

2019. 

Key Word: Tiongkok Influence in Papua New Guinea, Australia Position, Soft 

Balancing.



1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Australia dijuluki sebagai hegemonic power di kawasan Pasifik (Berteau, 

Green, & Cooper, 2014). Berbagai pengaruh telah Australia berikan kepada Pasifik 

termasuk Papua Nugini. Jika ditinjau dari segi geografis, Australia berdekatan dengan 

Papua Nugini. Papua Nugini memiliki posisi yang strategis yang dapat 

menguntungkan Australia. Posisi tersebut baik dari segi laut dan udara dapat 

menghubungkan perdagangan vital dan mitra pertahanan yang ada di Amerika Utara 

dan Asia Timur Laut (Wallis, 2014, p. 161) 

Dari segi pertahanan, Papua Nugini adalah sebuah wilayah yang penting bagi 

keamanan Australia. Wilayah terdekat dapat dijadikan sebagai pangkalan oleh 

penguasa asing untuk menyerang Australia sebagaimana pengalaman Australia pada 

Perang Dunia Kedua (Brown, 2012, p. 5) 

Sehingga untuk mengoptimalkan kepentingan keamanan Australia, maka 

melalui Buku Putih Keamanan Australia yang dikeluarkan pada tahun 2016 

menjelaskan tujuan Australia selain mempertahankan keamanan dalam negeri, 

Australia memiliki capaian yakni “kawasan terdekat yang aman meliputi Asia 

Tenggara dan Pasifik Selatan” (Australian Government:Defence White Paper, 2016, 

p. 17). Keunikan dalam capaian ini, Papua Nugini disebutkan secara eksplisit dimana 

Australia berupaya menjadikan Papua Nugini sebagai mitra utama dalam bidang 
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keamanan di kawasan.  Sebagaimana penulis kutip dari Buku Putih Keamanan 

Australia tersebut bahwa (Australian Government:Defence White Paper, 2016, p. 17) 

“ ….Australia will continue to seek to be the principal security partner for Papua New 

Guinea, Timor-Leste and Pacific Island Countries in the South Pacific” 

Dari segi bantuan luar negeri dan investasi, Australia adalah pemberi bantuan 

luar negeri terbesar untuk Papua Nugini dalam skala kawasan Pasifik. Sebagaimana 

data yang dikeluarkan oleh Lowy Institute (2018), sejak tahun 2015 hingga 2016 total 

bantuan yang diberikan sebesar USD 821,99 juta (Lowy Institute, 2018) dan 2017-

2018 sebesar $ 471,8 juta (Australian Government: Department of Foreign Affairs 

and Trade, 2018) 

Namun, kehadiran Tiongkok di Papua Nugini semakin lama semakin masif 

sehingga pengaruh Australia berkurang di Papua Nugini.  Hal ini didukung oleh Teori 

Ancaman Tiongkok atau China Threat Theory. Teori Ancaman Tiongkok memiliki 

banyak definisi, berupa ancaman militer Tiongkok, ancaman ekonomi, ancaman ras, 

ancaman peradaban, ancaman makanan, ancaman lingkungan, ancaman populasi dan 

lain lain (Ai, 2016, p. 453). Lain halnya dengan Hill (2010) menjuluki Tiongkok 

sebagai China Threat dan China Syndrome. China Threat atau Ancaman Tiongkok 

bagi Australia adalah sebuah pemainan zero-sum, diakumulasi dengan kebijakan 

pendekatan konflik dan negara-negara Pasifik dijadikan sebagai “papan catur” 

geopolitik antara Tiongkok dan Australia (Hill M. , 2010, pp. 41-42). 

Ada tiga asumsi yang mendukung Australia memandang Tiongkok sebagai 

China Syndrome. Pertama adalah ketegangan antara kepentingan Tiongkok di Pasifik 
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dan usaha mempertahankan kepentingan Australia di Pasifik sebagai kekuatan 

western-order sehingga aktor-aktor tersebut terlibat dalam kondisi kompetisi untuk 

memiliki pengaruh di kawasan Pasifik.  

Kedua, bantuan Tiongkok yang bersifat” no string attached” dianggap 

mengancam upaya negara pemain yang dominan di kawasan Pasifik yakni Selandia 

Baru dan Australia yang telah memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di 

kawasan Pasifik. Ketiga, perbedaan skala kekuatan antara external power dan negara-

negara Pasifik sehingga menyebabkan kawasan tersebut sebagai objek strategis bukan 

aktor yang memiliki suaranya sendiri (Hill M. , 2010, pp. 42-43). 

Berdasarkan Teori Ancaman Tiongkok tersebutm Australia kini kehilangan 

pengaruhnya di Papua Nugini karena adanya ancaman dari Tiongkok. Tiongkok 

sebagai salah satu pemain di Papua Nugini yang mengekspresikan hubungan dengan 

Papua Nugini melalui rekan bantuan luar negeri, perdagangan, investor asing untuk 

infrastruktur dan sumber pinjaman untuk bisnis kecil dan menengah (Jones, 2017). 

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok untuk 

Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (Lowy Institute, 2018). 

Papua Nugini juga adalah negara penerima donor terbanyak dari Tiongkok 

dibandingkan negara di kawasan Pasifik lainnya (Lowy Institute, 2018). Secara 

keseluruhan, bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian dan kehutanan, 

komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, kesehatan, bantuan 

kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, infrastruktur dan pelayanan dan 

transportasi. Namun, Total Bantuan Luar Negeri Tiongkok berada pada sektor 
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transportasi 28%, pendidikan 18% dan industri, pertambangan dan konstruksi  

sebesar 16% (Brant, 2015).  

Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya. Salah satu 

contoh adalah Tiongkok melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini 

dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut 

Tiongkok Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa kunjungan PM Peter 

O‟Neill di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat Tiongkok melakukan 

tekanan kepada negara Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan 

(Jones, 2017). Sehingga berdasarkan hasil pertemuan bilateral antar kedua negara 

menghasilkan pers bersama bahwa Papua Nugini menghargai dan mendukung 

Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan dengan cara mendukung Tiongkok untuk 

menyeselaikan sengketa dengan cara damai bersama para pihak langsung melalui 

konsultasi dan negosiasi sesuai dengan hukum international (Minister of Foreign 

Affairs of the People's Republic of China, 2016). 

Atas dasar Tiongkok yang semakin berpengaruh di Papua Nugini, Australia 

perlu untuk menanggapinya.  Pernyataan dari sekretaris Parlemen Australia untuk 

Kepulauan Pasifik, Richard Marles menyatakan bahwa kehadiran Tiongkok disambut 

baik oleh Australia (Marles, 2014). Namun disatu sisi, Australia perlu untuk 

melakukan upaya perimbangan (rebalance) terhadap pengaruh Tiongkok di 

Kepulauan Pasifik (Hegarty, 2015, p. 3). 

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Australia menanggapi Tiongkok di 

Kepulauan Pasifik khususnya Papua Nugini dengan menggunakan konsep soft 
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balancing. Soft balancing adalah upaya untuk mengimbagi negara musuh atau negara 

yang berpotensial musuh dengan menggunakan metode non koersif dan didorong 

oleh kombinasi kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik 

(Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147). 

Salah satu contoh soft balancing Australia dalam hal menanggapi Pengaruh 

Tiongkok adalah tergantung pada kondisi hubungan AS (AS) dan Tiongkok. 

Australia melakukan perimbangan dengan tetap menekankan hubungan dengan AS 

dan mengembangkan hubungan dengan kekuatan regional lainnya, seperti Jepang, 

Indonesia dan India. Selain itu, Australia bergerak untuk mengimbangi Tiongkok 

dengan turut serta dalam bentuk kerjasama ekonomi regional baik itu  Asia-Pacific 

Economic Coorporation (APEC),  Association of Southeasat Asia Nations (ASEAN) 

dan KTT Asia Timur (McDougall, 2011, p. 15).  

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai empat hal. Pertama, mengidentifikasi 

kepentingan Australia di Papua Nugini. Kedua, mengidentifikasi Pengaruh Tiongkok 

di Papua Nugini yang mengancam kepentingan Australia. Ketiga, mengaplikasikan 

konsep soft balancing oleh Robert A Pape sebagai cara untuk menjelaskan kebijakan 

luar negeri Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan satu rumusan masalah: 

Bagaimana Australia mengaplikasikan soft balancing Australia sebagai upaya 

mengimbangi Pengaruh Tiongkok Papua Nugini tahun 2015-2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

i. Untuk mengidentifikasi kepentingan Australia di Papua Nugini 

ii. Untuk mengidentifikasi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang 

mengancam kepentingan Australia  

iii. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Australia mengaplikasi 

soft balancing sebagai upaya untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di 

Papua Nugini. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan karena banyak pembahasan baik dari pihak 

pemerintah, media, akademisi dan lembaga think thank yang meneliti tentang 

dinamika kebijakan Australia dalam menanggapi Pengaruh Tiongkok di Kawasan 

Pasifik. Di pihak lain, Pengaruh Tiongkok masih dianggap bukan sebagai ancaman 

bagi Australia karena Tiongkok sampai saat ini belum menunjukan ciri-ciri yang akan 

mengancam secara langsung kepada Australia. Bahkan eksistensi Tiongkok di 

Kawasan Pasifik turut membantu perkembangan Kawasan Pasifik itu sendiri. 

Berdasarkan rekomendasi dari Australian Strategic Policy Institute bahwa jangan 

terlibat untuk menyalahkan siapapun atas kehilangan Pasifik ke Tiongkok (Herr, 

2019, p. 32). Hal ini disebabkan oleh beberapa argumen sentral menyatakan bahwa 

Australia juga tidak memberikan prioritasnya ke Pasifik sehingga Tiongkok memiliki 

kesempatan untuk menempati posisi di Pasifik (O'Dowd, 2018). Salah satunya 

dengan memberikan bantuan baik berupa pinjaman yang dikenal sebagai no string 
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attached kepada mitra Pasifiknya yakni Papua Nugini sehingga memberikan 

kelonggaran bagi penerima untuk menggunakan dana tersebut (Doherty, 2018).   

Namun disisi lain, pengaruh Tiongkok memunculkan pengaruh yang 

mengancam pemain hegemonic power termasuk Australia di Kawasan Pasifik. 

Karena perkembangan dan pertumbuhan Tiongkok di Asia Pasifik yang begitu masif 

disertai dengan ketegasan Tiongkok dalam sengketa regional (Berteau, Green, & 

Cooper, 2014, p. 1), maka keberadaan Tiongkok perlu untuk diperhatikan lebih 

lanjut. Seperti pernyataan tertulis di Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 

2017 menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indo-Pasifik meningkat karena globalisasi. 

Aktor aktor yang terlibat didalammnya kini berubah, mulai dari AS sebagai penguasa 

yang dominan, kini Tiongkok hadir menentang kekuasaan AS (Australian 

Government, 2017, p. 1). 

 Untuk meningkatkan pengaruh di Indo-Pasifik, Australia meningkatkan 

hubungan dengan AS sebagai aliansi utamanya. Cara meningkatkan pengaruhnya di 

Kawasan Indo-Pasifik adalah dengan mendukung upaya perimbangan (balance) di 

Kawasan Indo-Pasifik dengan mempromosikan kawasan yang terbuka, inklusif dan 

kawasan berlandaskan hukum (Australian Government, 2017, pp. 1-4). Kemudian 

pernyataan PM Malcolm Turnbull pada saat peluncuran Buku Putih Kebijakan Luar 

Negeri Australia 2017 menyatakan bahwa” this is the first time in our history that our 

dominant trading partner isn‘t also our dominant security partner. We must see this 

an opportunity not as a risk” (Collinson, 2017, p. 1) yang artinya adalah fakta bahwa 

mitra dagang Australia kini bukan termasuk mitra keamanan Australia. Sebagaimana 
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penulis tinjau adalah Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama bagi 

Australia dari segi ekspor dan impor (Holmes, 2013) sehingga Tiongkok menjadi 

aktor potensial yang dimaksud oleh pernyataan Malcolm Turnbull tersebut.  

Dari pihak akademisi, Tulisan dari Rory Medcalf (2018) yang berjudul 

Australia‘s Foreign White Paper Navigating in the Indo-Pacific dapat menjadikan 

bukti bahwa Australia tidak memiliki posisi yang baik akan Pengaruh Tiongkok. 

Memang didalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 tidak 

menyebutkan Tiongkok sebagai musuh, namun karena ketidakpastian AS dibawah 

kepresidenan Donald Trump dan  Pengaruh Tiongkok membuat Australia perlu untuk 

memikirkan strategi lain untuk memperoleh keuntungan bekerjasama dengan 

Tiongkok dengan tantangan akan menimbulkan perbedaan nilai bahkan berpotensi 

melawan kepentingan Australia (Medcalf, 2018, p. 33).  

Pada penelitian ini akan menjadi penelitian baru karena penelitian ini akan 

membahas bagaimanana Australia mengaplikasikan soft balancing sebagai upaya 

mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019. Tulisan ini 

bersifat baru karena beberapa penulis lain belum meneliti secara komprehensif sesuai 

dengan indikator soft balancing oleh Robert A Pape yakni territorial denial 

(penolakan teritorial), economic strengthening (penguatan ekonomi), entangling 

diplomacy (melibatkan diplomasi) dan signals of resolve to balance (tekad untuk 

mengimbangi) dalam rangka untuk mengimbangi Tiongkok di Papua Nugini. 

Kemudian penelitian ini menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya. 

Sebagaimana yang telah dituliskan oleh (Hegarty, 2015) yang membahas hanya salah 
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satu indikator soft balancing yakni economic stengthening. Dalam tulisan tersebut 

menjelaskan tentang Australia mengimbangi Pengaruh Tiongkok dengan cara 

economic stengthening bersama negara-negara Pasifik melalui program Seasonal 

Workers Program. Seasonal Workers Program adalah program untuk menyuplai 

tenaga kerja negara-negara Pasifik ke Australia dibidang industri holikultural 

(Hegarty, 2015, p. 10).  

1.5 Cakupan Penelitian 
 

Lingkup tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

negara yaitu Australia. Pembahasan akan dibatasi dengan mengambil sisi Australia 

dalam upaya mengaplikasikan soft balancing untuk mengimbangi Pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015 hingga 2019. 

Lingkup waktu diambil pada penelitian ini berkisar pada tahun 2015 sampai 

pada tahun 2019. Lingkup waktu ini diambil karena untuk menyelaraskan penelitian 

sesuai dengan satu rezim pemerintahan yang dipegang oleh partai liberal yakni PM 

Malcolm Turnbull (15 September 2015- 23 Agustus 2018) dan PM Scott Morrison 

(24 Agustus 2018-2019). 

1.6 Kajian Pustaka 
 

Terdapat perkembangan definisi dari soft balancing.  Soft balancing melingkupi 

sebuah aliansi tertutup dengan mengembangkan perjanjian atau pemahaman tentang 

keamanan untuk mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensial 

mengacam atau negara rising power (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 
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2006, p. 147). Soft balancing juga didasarkan pada penumpukan senjata yang tertutup 

atau terbatas, kerjasama pelatihan militer sementara dan kolaborasi regional atau 

internasional (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004, p. 3). 

Beberapa penulis menyatakan bahwa negara musuh atau negara yang 

mengancam adalah AS karena kekuasaannya yang besar terutama paska perang dunia 

kedua. Beberapa penulis tersebut berpendapat bahwa soft balancing adalah upaya 

yang disengaja untuk menantang, menahan atau menggagalkan kekuasaan negara 

kuat dalam hal ini AS (Lieber & Alexander, 2005, p. 109; Pape, 2005, p. 8; Corrales 

& Penfold, 2015, p. 100).  

He & Feng (2008) menjelaskan perbedaan dari hard balancing dan soft 

balancing. Hard balancing adalah sikap untuk meningkatkan kapabilitas negara 

untuk melawan negara musuh dalam rangka mencapai keamananan. Hal ini juga 

serupa dengan pengertian strategi balancing bahwa mengarah pada sikap negara 

untuk memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada negara lain atau melakukan 

koalisi dengan beberapa negara dalam rangka memperoleh aset kekuasaan yang lebih 

besar (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184).   

 Pembentukan koalisi adalah sebagai upaya untuk mengumpulkan kekuatan 

untuk melawan negara powerful atau rising power. Pendapat Hurrel (2000) bahwa 

negara menengah berusaha menggunakan institutsi internasional untuk 

mempertahankan diri terhadap norma atau aturan yang mempengaruhi kepentingan 

mereka atau jika memungkinkan dapat mengubah norma internasional yang dominan 

sesuai dengan keinginan mereka (Hurrel, 2000, p. 4). Contoh yang sesuai adalah 
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Pembentukan IBSA Dialogue Forum yang digagas oleh India, Brazil dan Afrika 

Selatan sebagai wadah untuk menentang legitimasi order internasional karena 

organisasi ekonomi internasional saat ini belum melayani kepentingan negara miskin 

(Flames, 2007, p. 17).  

Ada perbedaan mengenai definisi soft balancing. Pertama, soft balancing hadir 

untuk melawan kekuasaan AS (Pape, 2005, p. 8; Paul T. , 2005, p. 58).  Kedua adalah 

tidak ada perilaku balance baik itu hard dan soft balancing secara umum dan juga 

perilaku demikian tidak dipengaruhi oleh unilateralisme AS (Art, Brooks, Wohlfort, 

Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184). Dari kedua pendapat tersebut, soft 

balancing tidak hanya fokus melawan AS, tetapi intinya soft balancing harus 

didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan 

domestik dalam mengimbangi negara yang rival atau berpotensial menjadi musuh 

(Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147). 

Untuk memahami lebih lanjut mengenai soft balancing, He dan Feng (2008) 

menjelaskan perbedaan antara hard dan soft balancing. Contoh hard balancing 

adalah perlombaan senjata, mobilisasi militer, aliansi militer formal, transfer 

teknologi ke negara aliansi atau bantuan ekonomi kepada negara aliansi.  Soft 

balancing adalah mengurangi kapabilitas kekuasaan negara musuh untuk 

memperoleh keamanan. Contohnya adalah menjual senjata ke negara rival musuh, 

negosiasi arms control, pemberian sanksi ekonomi, embargo dan strategic non 

coorporation (He & Feng, 2008, p. 373). 
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He dan Feng (2008) juga menuliskan bahwa soft balancing adalah sikap 

mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensial mengancam dengan cara 

kerjasama bilateral dan multilateral (He & Feng, 2008, p. 363). Pendapat yang sama 

juga dituliskan oleh Robert A Pape akan tetap dengan istilah yang berbeda yakni 

entangling diplomacy dan economic strengthening (Pape, 2005, p. 37). Argumen 

yang sama dijelaskan oleh penulis lain bahwa soft balancing sebagai upaya untuk 

melakukan kolaborasi diplomatis dengan negara lain dalam rangka mengimbangi 

aktor rival, musul atau negara rising power (McDougall, 2014, pp. 330-331; Paul T. , 

2005, p. 58). 

Soft balancing dengan melakukan kerjasama diplomatik telah dilakukan oleh 

Tiongkok. Di dalam tulisan Marc Lanteigne (2012), ia menjabarkan tentang soft 

balancing Tiongkok di Kawasan Pasifik. Alasan Tiongkok melakukan soft balancing 

adalah adanya pengaruh AS, Australia dan Selandia Baru yang kuat diwilayah 

tersebut.  Dengan demikian, pada tahun 2006, Tiongkok turut aktif melakukan 

kerjasama multilateral melalui konferensi tingkat tinggi PIF bahkan dalam 

kesempatan tersebut, Tiongkok mengumumkan akan memberikan bantuan pinjaman 

kepada negara anggota PIF sebesar US$375 juta (Lanteigne, 2012, p. 35). 

Contoh lain soft balancing adalah kasus Australia melakukan soft balancing 

terhadap Pengaruh Tiongkok. Bentuk soft balancing dalam hal menanggapi Pengaruh 

Tiongkok adalah masih berkaitan dengan bagaimana kondisi hubungan antara AS ke 

Tiongkok, maka Australia melakukan perimbangan dengan tetap menekankan 

hubungan dengan AS, dan pengembangan dengan kekuatan regional lainnya, seperti 
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Jepang, Indonesia, dan India. Selain itu, Australia bergerak untuk menyeimbangkan 

Tiongkok dengan turut serta dalam bentuk kerjasama ekonomi regional baik itu 

APEC, ASEAN dan KTT Asia Timur (McDougall, 2011, p. 15). 

Soft balancing juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan diplomasi melalui 

perundingan mulitilateral dengan tujuan untuk menghalangi, menunda dan 

membatalkan suatu kebijakan negara yang agresif atau disebut entangling diplomacy 

(Pape, 2005, p. 36). Contohnya adalah Perancis dan Swedia menggunakan peraturan 

institusional dan prosedur PBB untuk menunda atau menghadang pelaksanaan 

kebijakan AS yang ingin melakukan perang dengan Irak. Umumnya, AS telah 

mendapatkan legitimasi kebijakan luar negeri dan militernya melalui persetujuan 

Dewan Keamanan PBB. Namun pada bulan September 2002, Perancis menolak 

resolusi AS yang ingin melakukan perang melawan Irak. Atas dasar keputusan 

Dewan Keamanan PBB, resolusi oleh AS tersebut ditunda. Resolusi tersebut terjadi 

jika Pertama, AS harus bersungguh sungguh menyelesaikan masalah dengan Irak 

dengan inspeksi senjata bersama. Kedua, perlu menunggu otorisasi resolusi perang 

sampai inspeksi selesai dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, 

Perancis berhasil menunda AS untuk melakukan perang melawan Irak setidaknya 

salama satu tahun ketika perang AS dengan Irak terjadi pada tahun 2003 (Pape, 2005, 

p. 39). 

Selain melibatkan diplomasi, Pape (2005) juga menjelaskan upaya soft 

balancing adalah penolakan akses teritorial atau territorial denial (Pape, 2005, p. 36). 

Studi kasus territorial denial adalah Turki menolak upaya AS menggunakan wilayah 
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teritorial Turki sebagai tempat pementasan angkatan darat. AS meminta kepada Turki 

untuk mengizinkan penempatan 60.000-90.000 pasukan angkatan darat AS melalui 

Turki untuk menginvasi Irak. Turki menjawab pemerintah telah mengindikasikan 

kesiapannya untuk memenuhi permintaan AS di semua area, kecuali penempatan 

pasukan angkatan darat AS di Turki (Gordon, 2003). 

Selain peristiwa dalam rangka soft balancing terhadap AS, Tiongkok menjadi 

rising power yang mengancam negara lain khususnya isu Laut Tiongkok Selatan. 

Pada bulan Januari 2013, Filipina melakukan tuntutan kepada Tiongkok melalui 

pengadilan hukum laut di Denhag. Berdasarkan pasal XV UNCLOS, klaim Laut 

Tiongkok Selatan oleh Tiongkok termasuk klaim Kepulauan Spartly and Paracel telah 

melanggar Hak Filipina. Pada tahun 2016, pengadilan setuju atas klaim Filipina dan 

menolak klaim Tiongkok dimana klaim sejarah Tiongkok tidak didukung oleh bukti 

(Paul T. V., 2018). 

Dari sekian pendapat beberapa penulis diatas, ada beberapa indikator mengenai 

soft balancing.  Pertama, soft balancing adalah upaya untuk menentang negara yang 

lebih besar untuk memperoleh keamanan (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004, p. 3). Kedua 

adalah soft balancing terjadi jika adanya pertimbangan mengenai kepentingan 

ekonomi, keamanan dan politik domestik suatu negara (Brooks & Wohlforth, 2005, 

p. 74; Oswald, 2006, p. 147). Ketiga adalah mekanisme soft balancing yakni 

mengurangi kapabilitas kekuasaan negara musuh untuk memperoleh keamanan. 

Contohnya adalah menjual senjata ke negara rival musuh, negosiasi arms control, 
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pemberian sanksi ekonomi dan embargo dan strategic non coorporation (He & Feng, 

2008, p. 373).  

Keempat adalah selain mengurangi kapabilitas negara untuk memperoleh 

keamanan seperti gambaran He dan Feng (2008), soft balancing menawarkan 

entangling diplomacy dan economic strengthening (Pape, 2005, p. 36) dan 

membentuk koalisi untuk memperoleh aset yang lebih besar (Art, Brooks, Wohlfort, 

Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184; Oswald, 2006, p. 147). 

Namun, konsep soft balancing perlu untuk dikritisi lebih lanjut. Berdasarkan 

dinamika negara dalam menggunakan kebijakan balancing, ternyata tidak selamanya 

pelaku adalah negara yang lebih lemah dari negara musuh. Contohnya adalah citra 

super power AS melakukan upaya rebalance di kawasan Asia-Pasifik yang 

disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 19). Salah 

satu upaya rebalance AS di Asia Pasifik adalah menguatkan hubungan dengan aliansi 

terkuat nya nya Australia, Jepang, Filipina dan Korea Selatan (Berteau, Green, & 

Cooper, 2014, p. 19). 

1.7 Landasan Konsep 

 Soft Balancing  

Menurut Pape (2005), setidaknya ada empat strategi sebuah negara dalam 

melalukan soft balancing yaitu7 (i) territorial denial, (ii) entangling diplomacy, (iii) 

economic strengthening, (iv) signals of resolve to balance. Territotial denial adalah 

upaya suatu negara untuk tidak memberikan akses teritorial kepada negara lain. Hal 
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ini untuk mengurangi aktivitas/pengaruh suatu negara terhadap negara lain. Indikator 

ini dilakukan ketika negara superior mendapatkan keuntungan akses teritorial dari 

pihak ketiga sebagai area pementasan angakatan udara dan transit angkatan laut dan 

udara. Melawan agar membatasi akses teritorial dapat mengurangi kemenangan 

negara superior dengan cara meningkatkan masalah logistik atau memaksanya untuk 

melawan hanya dengan kekuatan angakatan laut atau udara saja demi mengurangi 

perlawanan dengan kekuatan yang lengkap dari negara superior ke negara yang 

lemah. 

Entangling diplomacy adalah melibatkan diplomasi dimana suatu negara 

menyeimbangkan negara lain dengan cara diplomasi melalui perundingan 

multilateral. Bahkan negara superior tidak mampu untuk menyangkal peraturan 

organisasi internasional untuk memenangkan proses diplomasi tanpa dukungan dari 

negara anggota yang penting. Dengan demikian, negara dapat menggunakan atau 

memanfaatkan peraturan dan prosedural organisasi internasional untuk menunda 

rencana perang negara superior atau mengurangi dampak tidak terduga dikemudian 

hari. Setidaknya proses ini digunakan untuk mengulur waktu agar negara dapat 

menyiapkan diri melawan negara superior bahkan proses menunda tersebut membuat 

isunya tidak relavan lagi. Singkatnya, kapabilitas seorang aktor melakukan diplomasi 

dapat menghambat atau mencegah negara lain melakukan tindakan sewenang wenang 

atau dapat mengurangi kerugian perang.  

Economic strengthening adalah membangun suatu blok perdagangan dalam 

upaya mengimbangi kekuatan negara superior. Kekuatan militer yang kuat didukung 
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oleh ekonomi yang kuat. Negara superior tentunya memiliki kekuasaan besar baik 

dalam militer dan ekonomi. Untuk mengimbanginya, setidaknya untuk jangka 

panjang adalah meningkatkan ekonomi masing-masing. Caranya adalah dengan 

membangun sebuah blok perdagangan regional yang dapat meningkatkan 

perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk para anggota blok tetapi dengan tidak 

menyertakan negara superior tersebut. Jika berhasil, maka secara keseluruhan dapat 

menurunkan pertumbuhan ekonomi negara superior. 

Signals of resolve to balance adalah tekad yang kuat dengan melakukan 

tindakan kolektif bersama negara second-ranked powers untuk menjaga komitmen 

dalam rangka perimbangan negara superior. Jika negara berulang kali melakukan 

kerjasama, maka secara bertahap akan meningkatkan kepercayaan untuk 

mengimbangi negara superior terutama rencana ambisius negara superior. Hal ini 

dilakukan karena kapabilitas negara second-ranked powers lebih kecil dari pada 

negara superior, sehingga akan lebih baik negara second-rangked powers tidak 

sendirian mengimbangi negara superior (Pape, 2005, pp. 36-37). 

Untuk indikator pertama yakni territorial denial, Australia perlu 

mengaplikasikan upaya penolakan akses teritorial Papua Nugini kepada Tiongok. 

Namun sejauh ini belum ada upaya dalam meningkatkan masalah logistik atau 

melawan Tiongkok dengan menggunakan kekuatan angkatan laut atau darat yang 

ditujukan untuk melawan Tiongkok.  

 Lain halnya dengan indikator kedua, Australia bersama dengan AS dan Jepang 

mengaplikasikan entangling diplomacy yakni memanfaatkan 50
th

 ASEAN Ministrial 
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Meeting untuk mendorong agar Tiongkok dan ASEAN menyelesaikan pembuatan 

Code of Conduct for the South China Sea sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

yang mengikat secara hukum, efektif dan bersesuaian dengan hukum internasional 

(Gao, 2017). Upaya ini dilakukan karena Tiongkok melakukan tekanan publik kepada 

Papua Nugini mendukung posisi Tiongkok dalam Laut Tiongkok Selatan (Jones, 

2017). Hasilnya adalah Papua Nugini kini mendukung posisi Tiongkok di Laut 

Tiongkok Selatan (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 

2016). Kondisi ini menghasilkan kondisi yang tidak bersesuaian dengan kepentingan 

Australia yakni kawasan Indo -Pasifik yang stabil termasuk kawasan Asia Utara, Laut 

Tiongkok Selatan dan Jalur komunikasi Laut di Samudera India dan Pasifik 

(Australian Government:Defence White Paper, 2016, pp. 17-18). 

 Australia juga mengaplikasikan indikator ketiga yakni economic strengthening 

dengan membuat sebuah program khusus dengan tidak mengikutsertakan Tiongkok 

di dalamnya yaitu Seasonal Workers Program. Seasonal Workers Program sebuah 

program bagi pengusaha dapat merekrut petani agrikultur yang berasal dari negara-

negara Pasifik untuk bekerja di Australia (Australian Government: Department of 

Employment, Skills, Small and Family Business, 2019). Meskipun Seasonal Workers 

Program  dibentuk pada tahun 2012, namun pada tahun 2015 hingga 2016 terlihat 

adanya peningkatan akan partisipasi Papua Nugini dalam Seasonal Workers 

Program. Partisipasi mulai dari 26 orang pada tahun 2012-2014 kemudian meningkat 

dengan total 35 orang pada tahun 2014-2015 dan 42 orang pada tahun 2015-2016 

(Zhao, Binks, Kruger, Xia, & Stenekes, 2018).  
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 Menurut Hegarty (2015) Program ini muncul bukan dijadikan sebagai 

mengimbangi langsung atas Pengaruh Tiongkok. Namun dapat dijadikan sebagai 

upaya Australia mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik, meningkatkan 

keamanan regional dan  pengaruh di Pasifik (Hegarty, 2015, p. 9).  

Australia juga mengaplikasikan indikator keempat yakni signals of resolve to 

balance. Berdasarkan definisi signals of resolve to balance yang artinya adalah 

permainan koordinasi secara timbal balik bersama dengan negara lain maka 

aplikasinya adalah Australia adalah bekerjsama dengan AS dan Jepang dengan 

membentuk Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik 

termasuk Papua Nugini (Export Finance Australia, 2019). Hal ini dilatarbelakangi 

oleh pengaruh Tiongkok yang ada pada segi Bantuan Luar Negeri Tiongkok. Bantuan 

untuk Papua Nugini berada pada sektor transportasi 28%, pendidikan 18% dan 

industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015). 

1.8 Metode Penelitian  

1.8.1 Jenis Penelitian 

Menurut Bromley (1986), ada sepuluh langkah yang perlu dilakukan 

untuk melakukan penelitian kualitatif. Langkah tersebut adalah (Bromley, 1986, 

p. 26) 

i. Menentukan rumusan masalah 

ii. Mengumpulkan informasi untuk memahami masalah penelitian, konsep 

dan teori 
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iii. Menyarankan beberapa interpretasi atau jawaban penelitian atau 

pertanyaan sesuai dengan informasi  awal yang telah ditemukan 

iv. Menggunakan interpretasi tersebut sebagai bukti yang akan mendukung 

atau kontradiksi dengan penelitian, ganti interpretasi atau jawaban jika 

perlu 

v. Melanjutkan untuk mencari bukti bukti lain. Menghilangkan interpretasi 

atau jawaban yang berlawanan dengan bukti yang telah ditemukan 

vi. Mengecek kembali kualitas dan sumber bukti untuk memastikan akurasi 

dan konsistensi 

vii. Berhati hati memeriksa logika dan validitas argumen yang mengarah ke 

kesimpulan  

viii. Memilih studi kasus terkuat untuk jika memiliki lebih dari satu 

kesimpulan 

ix. Jika memungkinkan, membuat rencana aksi penelitian 

x. Menyiapkan laporan penelitian. 

Melakukan penelitian kualitatif membutuhkan data, konsep dan teori. 

Teori dapat di kembangkan ketika memiliki data yang cukup dan akurat yang 

diperoleh dari penelitian lapangan (Walliman, 2011, p. 131). Pada penelitian 

kali ini, penulis melakukan pemahaman dan pendeskripsian konsep soft 

balancing kemudian mengembangkan konsep tersebut melalui studi kasus.  

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan sumber yang berasal dari 

data sekunder. Tipe data sekunder berbentuk turtulis, non tertulis dan data 
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survei yang berasal dari informasi statistik.  Data tertulis dapat berbentuk 

catatan suatu organisasi atau instansi seperti laporan internal, laporan tahunan, 

catatan produksi, data personal, laporan devisi dan hasil pertemuannya 

termasuk komunikasi baik berupa email, surat, catatan kecil. Publikasi seperti 

buku, jurnal, surat kabar, salinan iklan dan publikasi pemerintah (Walliman, 

2011, pp. 94-95). 

Data non tertulis berupa program televisi, radio, rekamanan, video, film, 

live report, wawancara, hasil seni dan historik artefak. Data survei berupa 

sensus penduduk tentang populasi, data ekonomi, survei penjualan, ramalan 

ekonomi dan sikap karyawan. Data survei biasanya dilakukan sevara berkala 

dan terus menerus, sementara bahkan sekali saja yang terbatas pada sektor, 

waktu dan area (Walliman, 2011, p. 95).  

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menggunakan data sekunder 

yang bersumber dari ketiga jenis tipe data sekunder tersebut.  Contohnya adalah 

menggunakan fasilitas jurnal Jstor untuk mencari artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Selain portal jurnal, penelitian kali ini juga 

menggunakan sumber dari situs web resmi pemerintah Australia seperti 

Australia Foregin Policy White Paper, atau berita dan majalah seperti BBC, 

The Australian, The Diplomat dan lain lain. Selain itu penulis juga mengambil 

data dari laporan seperti CSIS dan ASPI.  

 Data non tertulis adalah mengambil data yang bersumber dari hasil 

wawancara yang tercantum dari platform video Youtube dan sejenisnya. 
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Kemudian untuk data survei, penelitian ini mengambil data survei yang 

dikeluarkan oleh The Lowy Institute dan The Interpreter.  

Penulis menggunakan penelitian analisis retoris. Analisis retoris adalah 

analsis yang menggunakan bahasa dan pendapat untuk membujuk pendengar 

dan pembaca (Walliman, 2011, p. 141). Sehingga pada penelitian ini penulis 

akan mengemukakan hasil penelitian untuk mempengaruhi bahwa Pengaruh 

Tingkok merupakan musuh atau berpotensial menjadi musuh bagi Australia, 

setidaknya dalam jangka panjang. Penulis akan menuliskan argumen yang 

kemudian di dukung oleh bukti bukti yang bersumber dari data sekunder. 

Sebagaimana posisi Australia sebagai hegemonic power (McDoughall, 2007, p. 

868), maka Australia perlu mempertahankan eksistensinya di Kepulauan Pasifik 

termasuk Papua Nugini. Maka penulis menggunakan penelitian analisis retoris 

dengan menggunakan konsep soft balancing yang terdiri dari strategi territorial 

denial, entangling diplomacy, economic strengthening dan signals of resolve to 

balance sebagai alat yang dapat menjelaskan rumusan masalah penelitian.  

1.8.2 Subyek Penelitian 

 Objek penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini 

adalah Pemerintah Australia pada periode PM Malcolm Turnbull (2015-2018) 

dan Perdana Mentri Scott Morrison (2018-2019). Penulis akan meneliti setiap 

kebijakan pemerintah Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di 

Papua Nugini.  
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1.8.3 Alat Pengumpulan Data  

 Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi 

kepustakaan. Sumber bacaan berasal dari dua sumber yakni sumber bacaan 

utama dan sumber bacaan tambahan (Syamsyuddin & Damaianti, 2009, p. 61). 

Sumber bacaan yang berasal dari penulis asli atau peneliti. Sumber bacaan 

utama mengandung laporan atau teori yang ditulis secara teknis dan terperinci. 

Sumber bacaan tambahan adalah sebuah bacaan yang berasal dari penelitian 

sebelumnya dan menggabungkan penelitian secara ilmiah. Sumber bacaan 

tambahan adalah dapat berupa monograf, artikel dan jurnal yang berisi tinjauan 

penelitian (Syamsyuddin & Damaianti, 2009, p. 61).  

Sumber bacaan utama dalam penelitian ini adalah bahan bacaan yang 

membahas teori soft balancing, dokumen dan situs resmi dari pemerintah 

Australia seperti Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia (Australia 

Foregin Policy White Paper) Buku Putih Pertahanan Australia (Defence White 

Paper) dan pernyataan pemerintah melalui situs web resmi Australia. Sumber 

bacaan tambahan adalah berasal dari berita dan article yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data 

kualitatif yang berbentuk gambar, kata-kata dan bukan dalam bentuk angka 

(Yusuf, 2014, p. 333).  

 Dari alat pengumpulan data yang telah disebutkan, penulis akan 

mendapatkan data terkait dinamika kebijakan Australia dalam mengimbangi 

Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.  
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1.8.4 Tahap tahap Proses Penelitian 

 Penelitian ini telah merumuskan masalah yakni bagaimana aplikasi soft 

balancing Australia sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua 

Nugini tahun 2015-2019 

 Tahapan selanjutnya adalah studi literatur. Fungsi dari studi literatur 

adalah untuk mengidentifikasi Australia yang mengeluarkan kebijakan untuk 

mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019 

sesuai dengan konsep soft balancing. Setelah melakukan studi literatur, maka 

penulis akan memahami gagasan literatur tersebut kemudian 

mengaplikasikannya setiap kebijakan Australia dalam mengimbangi Pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019 sesuai dengan konsep soft 

balancing dalam bentuk analisis retoris sehingga penelitian dapat menjawab 

rumusan masalah. 
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BAB II 

ANCAMAN TIONGKOK DI PAPUA NUGINI TERHADAP AUSTRALIA 

 

Pada bab ini, akan menjelaskan tiga sub bab. Sub bab Pertama adalah 

Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini. Tujuan sub bab pertama adalah 

untuk menjelaskan bahwa Papua Nugini sebagai negara yang penting bagi Australia 

baik dari segi keamanan, militer dan ekonomi. Sub Bab kedua adalah Identifikasi 

Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam bagi Australia. Tujuan Sub 

bab kedua adalah untuk mengidentifikasi  pengaruh Tiongkok dengan menjelaskan 

ancaman keamanan, militer dan ekonomi Tiongkok di Papua Nugini yang 

mengancam kepentingan Australia.  

2.1  Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini  

Secara geografis, Australia berdekatan dengan Papua Nugini. Papua Nugini 

memiliki posisi yang strategis yang dapat menguntungkan Australia. Posisi tersebut 

baik dari segi laut dan udara dapat menghubungkan perdagangan vital dan mitra 

pertahanan yang berada di Amerika Utara dan Asia Timur Laut (Wallis, 2014, p. 

161).  Pada bab ini memiliki dua poin. Poin pertama menjelaskan kepentingan 

Australia di Papua Nugini dari segi keamanan dan militer. Poin kedua menjelaskan 

kepentingan Australia di Papua Nugini dari segi ekonomi. 

2.1.1. Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini dari Segi 

Kepentingan Keamanan dan Militer 

Dari segi keamanan, Papua Nugini adalah sebuah kawasan yang penting 

bagi keamanan Australia dan kawasan disekitarnya. Wilayah terdekat dapat 



26 

 

dijadikan sebagai pangkalan oleh penguasa asing untuk menyerang Australia 

sebagaimana pengalaman Australia pada Perang Dunia Kedua (Brown, 2012, p. 

5). Pada tanggal 4-8 Mei 1942 merupakan suatu masa dimana adanya peristiwa 

Invasi Port Moresby atau Pertempuran Laut Koral (The Battle of Coral Sea) 

(Frei, 2019).  

Invasi tersebut dijadikan sebagai bagian dari rencana Kekaisaran Jepang 

untuk menginvasi Fiji, Samoa dan Kelodonia Baru atau disebut sebagai FS 

Operation. Invasi ketiga wilayah FS Operation bertujuan agar Kekaisaran 

Jepang dapat memblokade pasokan dari AS kepada Australia (Frei, 2019). 

Meskipun rencana tersebut memiliki hasil yang tidak menguntungkan bagi 

Jepang, setidaknya peristiwa tersebut dapat dijadikan pedoman sehingga 

Australia perlu untuk menjadikan Papua Nugini sebagai benteng bagi 

keamanan Australia pada masa kini dan masa depan.  

Berdasarkan dokumen pertahanan Australia yang dipublikasikan pada 

tahun 2013 menyatakan bahwa ada empat kapasitas yang diharapkan 

pemerintah Australia kepada ADF dalam melakukan tugasnya. Dua diantaranya 

adalah, Pertama mencegah dan melawan serangan bersenjata di Australia. 

Kedua adalah berkontribusi atas kestabilan dan keamanan di Pasifik Selatan 

dan Timor-Leste (Australian Government, 2013, p. 28). Dengan demikian, 

wilayah Pasifik termasuk prioritas kedua setelah keamanan nasional Australia 

itu sendiri. 
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Untuk menguatkan keamanan kawasan terutama kawasan terdekat 

Australia, dokumen pertahanan Australia terbaru yakni 2016 Defence White 

Paper menjelaskan strategi pertahanan Australia yang berisi tiga kepentingan 

pertahanan Australia. Kepentingan pertama adalah masih berkaitan dengan 

keamanan nasional Australia yakni mencapai Australia yang aman dan tangguh. 

Tujuan nya adalah untuk mencegah, menghalangi dan melawan segala upaya 

yang dilakukan suatu negara atau non negara yang menyerang, mengancam dan 

merugikan Australia (Australian Government:Defence White Paper, 2016, p. 

17). 

Kepentingan kedua adalah kawasan terdekat yang aman meliputi Asia 

Tenggara dan Pasifik Selatan. Uniknya adalah dalam kepentingan kedua ini, 

Papua Nugini disebutkan secara eksplisit dimana Australia berupaya 

menjadikan Papua Nugini sebagai mitra utama dalam bidang keamanan di 

kawasan.  Sebagaimana penulis kutip dari dokumen tersebut bahwa (Australian 

Government:Defence White Paper, 2016, p. 17) 

“ ….Australia will continue to seek to be the principal security partner for 

Papua New Guinea, Timor-Leste and Pacific Island Countries in the South 

Pacific” 

Meskipun terdapat perbedaan antara dokumen pertahanan Australia pada 

tahun 2013 dan 2016, namun  disimpulkan bahwa Australia tetap 

memprioritaskan Papua Nugini dalam meningkatkan keamanan kawasan. 

Berdasarkan prioritas tersebut, penulis mendalami bahwa pentingnya 

Papua Nugini sebagai mitra keamanan bagi Australia, dikarenakan Papua 
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Nugini merupakan salah satu negara yang terletak berada di Pasifik Selatan. 

Berikut penjabaran kepentingan strategis pertahanan Australia (Department of 

Defense United States of America, 2016, pp. 17-18) 

- Australia yang aman dan tangguh dengan pendekatan kawasan 

sebelah utara dan komunikasi garis laut terdekat; Maksudnya adalah 

Australia yang aman termasuk kawasan disekitarnya, yakni 

kawasan utara, Zona Ekonomi Ekslusif dan kawasan diluar teritori 

seperti  Samudera Selatan dan Wilayah Antartika.  Pemahaman dari 

Australia yang aman dan tangguh memiliki dua pengertian. Pertama 

adalah perlindungan terhadap ancamanan non geografis seperti 

serangan siber, senjata anti satelit dan sistem rudal balistik. Kedua 

adalah kepentingan akan melawan dari serangan tak terduga baik 

yang berasal dari bencana alam atau perbuatan manusia. Dengan 

demikian Australia dapat memulihkan diri dengan cepat jika adanya 

kejadian tak terduga. 

- Kawasan terdekat yang aman, termasuk kondisi maritim Asia 

tenggara dan Pasifik Selatan; Maksudnya adalah Australia perlu 

memperluas cakupan pengaruhnya mencapai kepentingan 

keamanannya. Maka Australia tidak membiarkan negara tetangga 

menjadi sebuah tempat untuk menjadikan pangkalan militer asing 

yang mencelakakkan Australia nantinya. Sehingga bekerjasama 

dengan Papua Nugini, Timor-Leste dan Negara Kepulauan Pasifik 
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sebagai bentuk langkah pencegahan dini terhadap ancaman yang 

muncul nantinya.  

- Kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan sesuai dengan tatanan global 

berdasar hukum; Maksudnya adalah agar kawasan Indo-Pasifik 

yang stabil dapat menguntungkan Australia dari segi perdagangan. 

Kawasannya termasuk Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan jalur 

komunikasi laut di Samudera India dan Pasifik. Jika kawasan 

tersebut stabil maka dapat dipastikan Australia memiliki akses yang 

bebas, terbuka dan menguntungkan.  

2.1.2. Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini dari Segi Hubungan 

Ekonomi 

Australia berkomitmen untuk mendukung terhadap perkembangan 

ekonomi Papua Nugini. Hal ini dibuktikan dengan total hubungan dagang antar 

keduanya, hubungan ekspor impor dan development assistance.  

- Hubungan dagang 

Pada tahun 2015-2016 total hubungan dagang antar keduanya 

mencapai A$6,4 miliar dan investasi Australia di Papua Nugini bernilai 

sebesar A$19 miliar (Australian Government: Department of Foreign 

Affairs and Trade, 2016, p. 3). Sedangkan pada tahun 2017-2018 total 

hubungan dagang antar keduanya mencapai $5,9 miliar dan investasi 

Australia di Papua Nugini bernilai sebesar $18 miliar (Australian 

Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018, p. 2). 
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Sehingga total untuk hubungan dagang sejak 2015-2018 antar Australia 

dan Papua Nugini  bernilai sebesar $12,3 Miliar sedangkan untuk 

Investasi Australia terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 bernilai 

sebesar $37 Miliar. 

- Hubungan Ekspor Impor  

Australia adalah mitra dagang terbesar Papua Nugini. Ekspor 

Australia ke Papua Nugini didominasi oleh minyak mentah, daging, 

peralatan teknik, mesin khusus dan gandum.  Sedangkan Impor utama 

Australia dari Papua Nugini adalah emas, minyak mentah, perak dan 

platinum. Berdasarkan data yang diperoleh dari The Observatory of 

Economic Complex tahun 2015-2017 (The Observatory of Economic 

Complexity, 2015) dan Country Fact Sheet Papua New Guinea 2018 

(Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019), 

Australia adalah negara sumber impor terbesar Papua Nugini 

dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan demikian, sejak tahun 

2015-2018, Australia menjadi pemasok utama minyak mentah, daging, 

peralatan teknik, mesin khusus dan gandum bagi Papua Nugini. Berikut 

tabel tiga Sumber utama Impor Papua Nugini tahun 2015-2018 

Tabel 2. 1 Sumber Utama Impor Papua Nugini 2015-2018 

Tahun Peringkat Negara Persentasi Nilai 

 1 Australia 25% $1,14 
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Sedangkan, meskipun pada tahun 2015 bukan sebagai mitra impor 

terbesar Papua Nugini, namun pada tahun berikutnya yakni 2016-2018, 

Australia menjadi mitra impor terbesar dibandingkan dengan negara 

lainnya. Selain itu, Tiongkok menjadi mitra ekspor nomor tiga di Papua 

Nugini. 

2015 Miliar 

2 Tiongkok 22% $768 Juta 

3 Singapura 13% $581 Juta 

 1 

Australia 31% 

$1,19 

Miliar 

2016 2 Tiongkok 17% $648 juta 

 3 Singapura 9,8% $372 Juta 

 1 

Australia 32% 

$1,14 

Triliun 

2017 2 Tiongkok 22% $990 juta 

 3 Singapura 12% $441 Juta 

2018  

1 Australia 34.20% 

$2,179 

Miliar 
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Tabel 2. 2 Destinasi Ekspor Papua Nugini 2015-2018 

Tahun Peringkat Negara Persentasi Nilai 

 

2015 

1 Jepang 27% $2,46 

Miliar 

2 Australia 24% $2,21 

Miliar 

3 Tiongkok 19% $1,73 

Miliar 

 1 

Australia 32% 

$2,61 

Miliar 

2016 2 

Jepang 22% 

$1,84 

Miliar 

 3 

Tiongkok  18% 

$1,5 

Miliar 

 1 

Australia 29% 

$2,54 

Miliar 

2017 2 

Jepang  25% 

$2,23 

Miliar 

 3 Tiongkok  22% $1,94 
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- Hubungan Bantuan Luar Negeri  

 

 

 

 Australia memiliki kepentingan dengan hubungan yang telah dijalin 

dengan Papua Nugini. Berdasarkan 2017 Australia White Paper (2017) 

menyatakan bahwa kepentingan Australia yakni mewujudkan kawasan 

yang stabil dan sejahtera. Dengan kondisi geografis yang dekat dan 

hubungan sejarah antar keduanya, maka Australia melakukan hubungan 

development assistance dengan Papua Nugini sebagai wujud nyata 

terhadap kepentingan nasional.  Dari segi bantuan luar negeri, Australia 

adalah pendonor terbesar untuk Papua Nugini yakni A$549,7 juta untuk 

tahun 2015-2016 (Australian Government: Department of Foreign Affairs 

and Trade, 2016, p. 5), A$547,1 juta untuk tahun 2016-2017 (Australian 

Miliar 

2018  

1 Australia 20,10% 

$3,591 

Miliar 
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Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2017) dan A$541 

juta untuk tahun 2017-2018 (Australian Government: Department of 

Foreign Affairs and Trade, 2018, p. 4). Sehingga total bantuan luar negeri 

Australia untuk Papua Nugini lebih banyak dibandingkan bantuan luar 

negeri Tiongkok dengan nilai bantuan luar negeri Australia sebesar 

$1.677,8 juta. Bantuan luar negeri tersebut diberikan untuk membantu 

Papua Nugini dalam sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, perbaikan 

hukum dan pelayanan sipil, transportasi, pemerintahan dan bantuan dari 

segi gender dan kemanusiaan (Australian Government: Department of 

Foreign Affairs and Trade, 2016, p. 5; Australian Government: 

Department of Foreign Affairs and Trade, 2017, p. 4; Australian 

Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018, p. 4). 

 Berikut tabel Performa Bantuan Luar Negeri Australia kepada 

Papua Nugini dari tahun 2015-2018  

Tabel 2. 3 Bantuan Luar Negeri Australia kepada Papua Nugini tahun 

2015-2018 

Tahun Dalam Juta Dolar 

Australia 

2015-2016 549,7 

2016-2017 547,1 

2017-2018 541,0 

Total 1.677,8 
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2.2 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap Australia  

Berdasarkan kecurigaan Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Pasifik akan 

menghasilkan kondisi zero-sum, maka terlebih dahulu menjelaskan kembali apa saja  

ancaman dari  Pengaruh Tiongkok di Pasifik khususnya di Papua Nugini. Sesuai 

dengan China Threat Theory yang mendukung teori realis klasik bahwa suatu negara 

melakukan interaksi internasioal yang bersifat “hard” yaitu kekuatan militer dan 

ekonomi dan kepentingan nasional lainnya (Hill M. , 2010, p. 43).  

Maka dalam penjelasan berikutnya akan dibagi menjadi dua bagian yakni 

identifikasi ancaman pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam Australia 

dari segi keamanan dan militer. Sub bab kedua adalah identifikasi ancaman pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam Australia dari segi ekonomi. Ketiga 

identifikasi ancaman pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam Australia 

dari segi kepentingan nasional. 

2.2.1 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap 

Australia dari Segi Keamanan dan Militer  

Pada pembahasan ini menjelaskan dua ancaman. Pertama menjelaskan 

mengenai Ancaman Keamanan Siber. Kedua, Ancaman dari segi Kerjasama 

Militer antara Tiongkok-Papua Nugini. 

- Ancaman Keamanan Siber 

Pada tahun 2016, Huawei Marine, perusahaan  private gabungan Huawei 

Technologies Co,.Ltd  dan Global Marine Sysrem Limited  mengumumkan akan 
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membantu Papua Nugini untuk membangun sebuah Jaringan Transmisi 

Broadband Nasional. Huawei Marine bersama perusahaan telekomunikasi 

negara, PNG Dataco Limited akan membangun sebuah jaringan kabel bawah 

laut nasional sepanjang 5.457 km untuk menyediakan dan menyambungkan 

jaringan telekomunikasi di 14 kota dan wilayah pesisir. Rencananya, kapasitas 

dari desain dari pembangunan jaringan kabel bawah laut tersebut sebesar 8 

Terabita per detik (Huawei, 2016). Dan Pada tahun 2017, proyek National 

Broadband Network telah selesai dibangun dengan biaya sebesar USD 50.94 

juta. Dana proyek berasal dari dana gabungan antara GoPNG dan Eximbank 

China (Lowy Institute, 2018). 

Padahal Huwei menurut perspektif Australia adalah sebuah ancaman 

siber. Karena diduga dapat menggunakan aktivitas spionase. Menurut mantan 

PM Malcolm Turnbul menyatakan dalam wawancara CNBC bahwa Australia 

telah berusaha untuk menyertakan Huawei dan ZTE sebagai vendor  jaringan 

5G di Australia, namun tetap tidak karena Australia belum mampu untuk 

mengurangi ancaman oleh vendor tersebut. Ancaman dapat berupa spionase 

melalui jaringan seluler berkecepatan tinggi (Choudrhury, 2019). 

- Ancaman dari segi Kerjasama Militer Tiongkok-Papua Nugini 

 Dari segi kerjasama militer, Tiongkok telah membuat beberapa 

engagement. Berikut beberapa engagement antara Tiongkok dan Papua Nugini. 

Pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue 

Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan Tiongkok akan 
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kendaraan militer baru kepada Papua Nugini. Menurut Xie Bing, Tiongkok 

telah membantu berkontribusi dalam hal infrastruktur dan peningkatan 

kapasitas tentara Papua Nugini sehingga harapannya hubungan militer antar 

keduanya semakin kuat (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of 

China, 2017). 

 Pada tahun yang sama yakni tahun 2017, Tiongkok memberikan donasi 

peralatan militer sebanyak 44 troop carriers, 10 kendaraan lapis baja, empat 

bus berisi 45 kursi, empat van serta suku cadangnya telah disumbangkan ke 

Angkatan Pertahanan Papua Nugini senilai  USD 5.34 juta (Lowy Institute, 

2018) 

 Pada tanggal 26 Juli 2018, Papua Nugini dan Tiongkok telah 

menandatangi perjanjian kerjasama militer. Dimulai dengan kunjungan kapal 

rumah sakit angkatan laut Tiongkok (Chinese Navy‘s‖ Square Boat‖ hospital 

ship) sebagai ceremonial untuk menandai hubungan militer antar keduanya. 

Kapal tersebut digunakan untuk layanan medis kemanusiaan kepada Papua 

Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) 

(Motegi, 2019).  

2.2.2 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap 

Australia dari Segi Ekonomi 

Menurut McKenna (2014) bahwa pengaruh Tiongkok di Pasifik membuat 

Pasifik kini memiliki pilihan untuk bermitra dimana sebelumnya tidak, 

sehingga Australia kehilangan kepentingannya yakni tidak lagi dapat 



38 

 

mengendalikan ruang kebijakan (McKenna, 2014). Artinya adalah penurunan 

pengaruh pemerintah Australia di Pasifik Selatan akan mengurangi kemampuan 

untuk mengontrol Keamanan Australia (Hegarty, 2015, p. 8). 

Lalu pengaruh ekonomi Tiongkok apa saja yang membuat Australia 

tersaingi? Berikut pengaruh Ekonomi Tiongkok di Papua Nugini. 

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok 

untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (2018). 

Dengan demikian, Papua Nugini adalah negara penerima donor terbanyak dari 

Tiongkok. Secara keseluruhan bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian 

dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, 

kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, 

infrastruktur, pelayanan dan transportasi. Namun, total bantuan luar negeri 

Tiongkok berada pada sektor transportasi  sebesar 28% ,pendidikan sebesar 

18%, industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).  

Berdasarkan data dari Lowy Institute berikut (2018), Proyek Infrastruktur 

Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut (Lowy 

Institute, 2018) 

Tabel 2. 4 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-

2018 

Tahun Nama Proyek Biaya Sektor Keterangan 

2012 dimulai 

2015 ditunda 

2016 peresmian 

Waigani 

Convention 

Centre 

USD 3.96 

juta 

Infrastruktur 

lainnya 

100% 

selesai 

2015 Pacific 

Marine 

Industrial 

USD 11.83 

Juta 

Industri, 

Pertambangan 

dan 

100% 

selesai 
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Zone Konstruksi 

2016 Pacific 

Marine 

Industrial 

Zone 

USD 9.19 

juta 

Industri, 

Pertambangan 

dan 

Konstruksi 

100% 

selesai 

2015 Western 

Pacific 

University 

USD 25.35 

juta 

Pendidikan 0% progres 

2016 New Ensa 

Provincial 

Hospital 

USD 

162.64 

Kesehatan 0% progres 

2016 Community 

College 

USD 9.27 

Juta 

Pendidikan 100% 

selesai 

2017 Telikom(PNG) 

Limited 

USD 1.52 

juta 

Komunikasi 100% 

selesai 

2017 50-MW Edevu 

Hydropower 

Project 

USD 

217.60 juta 

Energi 0% progres 

2017 High Priority 

Economic 

Road Project 

USD 3.50 

miliar 

Transportasi 0% progres 

2017 Pacific 

Marine 

Industrial 

Zone 

USD 1.52 

juta 

Industri, 

Pertambangan 

dan 

Konstruksi 

100% 

selesai 

2017 Garoka Town 

Water Supply 

USD 32 

juta 

Air dan 

Sanitasi 

0% progres 

2017 Integrated 

Agricultural 

Industrial 

Parks in 

Western 

Highlands 

and Eastern 

Highlands 

USD 330 

juta 

Agrikultur, 

Kehutanan 

dan Perikanan 

0% progres 

2017 Kokopo Town 

Sewerage 

USD 1.65 

juta 

Air dan 

Sanitasi 

100% 

selesai 

2017 National 

Broadband 

Network 

USD 50.94 

juta 

Komunikasi 100% 

selesai 

2018 132KV 

Transmission 

Lines 

USD143.07 Energi 0% progres 
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Selain bantuan luar negeri dan proyek infrastruktur, Tiongkok 

mengekspresikan hubungannya dengan Papua Nugini melalui hubungan 

Investasi dan perdagangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari China Power 

menuliskan bahwa Investasi Tiongkok kepada Papua Nugini sejak tahun 2015-

2017 bernilai sebesar $1,418 Miliar (China Power, 2017) sedangkan hubungan 

dagangnya jika ditinjau dari ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 

2015-2017 bernilai sebesar $2,406 Miliar dengan produk ekspor terdiri dari 

Peralatan Penyiaran, ban karet, senyawa kimia sodium dan potasium peroxide, 

kapal kargo dan penumpang ke Papua Nugini (The Observatory of Economic 

Complexity, 2017). Sedangkan, jika ditinjau dari Impor Tiongkok ke Papua 

Nugini, maka sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar $5,17 Miliar dimana 

Tiongkok mengimpor minyak dan gas bumi, kayu, nikel, tembaga dan logam 

mulia dari Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017). 

 

2.2.3 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap 

Australia dari Segi Kepentingan Lainnya 

Dari segi kepentingan lainnya, penulis mengambil studi kasus dari segi 

politik. Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya 

dengan cara melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan 

pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut 

Tiongkok Selatan. Contohnya adalah pada saat kunjungan mantan PM Peter 

O‟Neill berkunjung di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat 
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Tiongkok melakukan tekanan kepada negara Pasifik untuk mendukung 

Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017). Sehingga berdasarkan hasil 

pertemuan bilateral antar kedua negara menghasilkan pers bersama bahwa 

Papua Nugini menghargai dan mendukung Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok 

Selatan dengan cara mendukung Tiongkok untuk menyeselaikan sengketa 

dengan cara damai bersama para pihak langsung melalui konsultasi dan 

negosiasi sesuai dengan hukum international (Minister of Foreign Affairs of the 

People's Republic of China, 2016). 
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BAB III 

APLIKASI SOFT BALANCING AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA 

MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA 

TAHUN 2015-2019 

3.1 Aplikasi Territorial Denial Australia sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini  

Territorial Denial, indikator ini diaplikasikan ketika suatu negara superior 

sering mendapatkan manfaat dari negara ketiga untuk dijadikan sebagai wilayah 

pementasan angkatan darat atau tempat transit angkatan laut. Maka bentuk territorial 

denial adalah berusaha untuk menghalangi kekuatan superior dengan cara menolak 

akses agar kekuatan asing tidak memiliki pengaruh disuatu wilayah tertentu dengan 

cara meningkatkan masalah logistik atau memaksanya bertarung dengan kekuatan 

angkatan laut atau udara saja (Pape, 2005, p. 36).  

 Berdasarkan definisi territorial denial, Tiongkok dapat disebut sebagai negara 

superior yang mendapatkan manfaat dari negara ketiga untuk dijadikan sebagai 

wilayah pementasan angkatan darat.  Beberapa Pementasan angkatan darat dan laut 

Tiongkok di Papua Nugini peristiwa pada tanggal 3 November 2017, Duta besar 

Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima 

bantuan Tiongkok akan kendaraan militer baru kepada Papua Nugini (Ministry of 

Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017).  Pada tahun yang sama juga 

Tiongkok melanjutkan pengaruhnya dengan memberikan sumbangan peralatan 

militer kepada angkatan pertahanan Papua Nugini sebanyak 44 troop carriers, 10 
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kendaraan lapis baja, empat bus berisi 45 kursi, empat van serta suku cadangnya yang 

bernilai USD 5.34 juta (Lowy Institute, 2018). Dan peristiwa pada tanggal 26 Juli 

2018,  kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (Chinese Navy‘s‖ 

Square Boat‖ hospital ship) sebagai ceremonial untuk menandai hubungan militer 

antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018).  

Namun, belum ada upaya territorial denial Australia untuk mengimbangi 

pementasan angakatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini. Australia belum 

melakukan penolakan akses teritorial secara langsung kepada Tiongkok. 

Sebagaimana Robert Pape menjelaskan bahwa suatu negara mengimbangi negara lain 

dengan cara menolak akses teritorial atau meningkatkan masalah logistik atau 

memaksa Tiongkok untuk bertarung dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja.  

Pape (2005) menjelaskan bahwa untuk melakukan territorial denial, sebuah 

negara menolak akses teritorial dengan cara menolak secara langsung. Studi kasus 

yang pernah terjadi adalah Turki menolak upaya AS menggunakan wilayah teritorial 

Turki sebagai tempat pementasan angkatan darat AS.Hal ini didahului oleh 

permintaan AS kepada Turki untuk mengizinkan penempatan 60.000-90.000 pasukan 

angkatan darat AS melalui Turki untuk menginvasi Irak. Namun Turki tidak 

menyetujui rencana AS tersebut dengan cara Turki menjawab “pemerintah telah 

mengindikasikan kesiapannya untuk memenuhi permintaan AS di semua area, kecuali 

penempatan pasukan angkatan darat AS di Turki” (Gordon, 2003).  

 Meskipun Australia tidak mengaplikasikan territorial denial, namun 

pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok telah diimbangi oleh Australia dengan 
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menggunakan upaya lain yakni mengaplikasikan signal of resolve to balance yang 

akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.  

3.2 Aplikasi Entangling Diplomacy sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini 

Entangling Diplomacy, dari indikator ini menjelaskan cara untuk 

mengimbangi negara lain dengan menggunakan organisasi internasional dan manuver 

diplomatik. Tujuan nya adalah untuk menunda, memperumit dan mencegah negara 

lain menghasilkan perang. Selain itu, entangling diplomacy juga bertujuan untuk 

merusak rencana dan kebijakan negara superior khususnya dengan menggunakan 

norma institusi internasional (Pape, 2005, p. 36).  

Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya dengan cara 

melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di 

kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Contohnya 

adalah pada saat kunjungan mantan PM Peter O‟Neill berkunjung di Tiongkok pada 

tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat Tiongkok melakukan tekanan kepada Pemerintah 

Papua Nugini untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017).  

Padahal, aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasuki tahap yang 

membahayakan seperti pembagunan kontruksi yang menciptakan bentrokan dengan 

berbagai pihak yakni nelayan, penjaga pantai dan kerusakan aset laut (Hill C. , 2016). 

Dengan demikian Australia yang mendukung tatanan global berdasar hukum di Indo-

Pasifik  mengalami tekanan yang signifikan. Kepentingan dan hubungannya dengan 

Tiongkok sedang diuji (Hill C. , 2016). 
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Berdasarkan studi kasus tersebut diketahui bahwa Tiongkok dalam sengketa 

Laut Tiongok Selatan adalah sebuah ambisi Tiongkok yang tidak bersesuaian 

kepentingan Australia yakni pendukung tatanan global berdasar hukum di Kawasan 

Indo-Pasifik.  Kemudian Australia berada dalam perspektif yang berbeda dengan 

Papua Nugini terkait pengakuannya terhadap posisi Tiongkok di Laut Tiongkok 

Selatan (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).  Hal ini 

berlawanan dengan kepentingan Australia yakni” kawasan Indo-Pasifik yang stabil 

dan sesuai dengan tatanan global berdasar hukum; Maksudnya adalah agar kawasan 

Indo-Pasifik yang stabil dapat menguntungkan Australia dari segi perdagangan. 

Kawasannya termasuk Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan jalur komunikasi laut 

di Samudera India dan Pasifik. Jika kawasan tersebut stabil maka dapat dipastikan 

Australia memiliki akses yang bebas, terbuka dan menguntungkan (Australian 

Government:Defence White Paper, 2016, pp. 17-18). 

Dengan demikian, Australia mengimbangi Tiongkok dengan menggunakan 

upaya entangling diplomacy. Australia bekerjasama dengan menggunakan manuver 

diplomatik, bekerjasama dengan negara lain untuk meyakinkan Tiongkok tentang 

resiko dari tindakan sepihaknya di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Upaya 

Entangling Diplomacy Australia dapat ditelusuri dari upaya ASEAN yang melibatkan 

AS dan Toingkok seperti KTT Asia Timur. Keikutsertaan Australia dalam KTT Asia 

Timur  adalah rencana diplomatis dan strategis utama Australia untuk mengatasi 

sengketa Laut Tiongkok Selatan secara multilateral (Hill C. , 2016). 
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Australia menggunakan norma institusi untuk menunda, memperumit dan 

mencegah ambisi Tiongokok Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengumumkan 

pernyataan bersama dengan dua negara lain, AS dan Jepang. Pernyataan tersebut 

berisi desakan agar Tiongkok mematuhi keputusan arbitrase Konfensi PBB tentang 

hukum laut (UNCLOS) tahun 2016 (Liu, 2017).  Pernyataan bersama diumumkan 

selama 50
th

 ASEAN Ministrial Meeting berlangsung. Pernyataan ketiga negara 

tersebut adalah (Gao, 2017) 

“The ministers called on China and the Philippines to abide by the Arbitral tribunal‘s 

2016 Award in the Philippines-China arbitration, as it is final and legally binding on 

both parties… The minister urged ASEAN member states and China to fully and 

effectively implement the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South 

China Sea(DOC)‖ 

Setelah itu, Australia, Jepang dan AS menegaskan kembali bahwa Tiongkok dan  

anggota ASEAN perlu untuk membuat Code of Conduct sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan yang mengikat secara hukum, efektif dan bersesuaian dengan hukum 

internasional. Pertanyaan tersebut adalah (Gao, 2017) 

―The ministers acknowledged the announced consensus on a framework for the Code of 

Conduct for the South China Sea( COC). The minister further urged ASEAN member 

and China to ensure that the COC be finalized in a timely manner, and that it be legally 

binding, meaningful, effective, and consistent with international law‖ 

3.3 Aplikasi Economic Strengthening sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini 

Economic strengthening adalah membangun suatu blok perdagangan dalam 

upaya menyeimbangkan kekuatan negara superior. Kekuatan militer yang kuat 
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didukung oleh ekonomi yang kuat. Negara superior tentunya memiliki kekuasaan 

yang besar baik dalam militer dan ekonomi. Untuk mengimbanginya, setidaknya 

untuk jangka panjang adalah meningkatkan ekonomi masing-masing. Salah satu cara 

adalah dengan membangun sebuah blok perdagangan regional yang dapat 

meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk para anggota blok tetapi 

dengan tidak menyertakan negara superior tersebut. Jika berhasil, maka secara 

keseluruhan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara superior (Pape, 2005, 

p. 36). 

3.3.1 Seasonal Workers Program  sebagai Economi Strenghtening Australia 

dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini 

Studi kasus yang dapat masuk dalam indikator economic Strengthing 

adalah Seasonal Workers Program. Program ini muncul bukan dijadikan 

sebagai mengimbangi langsung atas Pengaruh Tiongkok, namun dapat 

dijadikan sebagai upaya Australia mempererat hubungan dengan negara-negara 

Pasifik demi meningkatkan keamanan regional (Hegarty, 2015, p. 9)  sesuai 

dengan kepentingan Australia yakni menjaga keamanan regional dan 

meningkatkan pengaruh di Pasifik (Australian Government:Defence White 

Paper, 2016). Untuk itu perlu diketahui apa saja Pengaruh Tiongkok di Papua 

Nugini, lalu menjelaskan Seasonal Workers Program sebagai kebijakan untuk 

meningkatkan keamanan dan pengaruh di Pasifik khususnya di Papua Nugini.  

Menurut McKenna (2014) bahwa pengaruh Tiongkok di Pasifik membuat 

Pasifik kini memiliki pilihan untuk bermitra dimana sebelumnya tidak, 
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sehingga Australia kehilangan kepentingannya yakni tidak lagi dapat 

mengendalikan ruang kebijakan (McKenna, 2014). Artinya adalah penurunan 

pengaruh pemerintah Australia di Pasifik Selatan akan mengurangi kemampuan 

untuk mengontrol Keamanan Australia (Hegarty, 2015, p. 8). 

Lalu pengaruh ekonomi Tiongkok apa saja yang membuat Australia 

tersaingi? Berikut pengaruh Ekonomi Tiongkok di Papua Nugini. 

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok 

untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (2018). 

Dengan demikian, Papua Nugini adalah negara penerima donor terbanyak dari 

Tiongkok. Secara keseluruhan bantuannya ada pada sektor agrikultur, 

pertanian dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat 

sipil, kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, 

infrastruktur, pelayanan dan transportasi. Namun, total bantuan luar negeri 

Tiongkok berada pada sektor transportasi  sebesar 28% ,pendidikan sebesar 

18%, industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).  

Pengaruh Tiongkok yang ada tentunya Australia perlu untuk 

mengimbanginya dengan melakukan pengaruh yang lebih banyak di Papua 

Nugini daripada Tiogkok. Salah satu bentuk perimbangan Australia terhadap 

Pengaruh Tiongok di Papua Nuginni yang sesuai dengan economic 

strengthening adalah Seasonal Workers Program. 
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Seasonal Workers Program sebuah program bagi pengusaha untuk 

merekrut petani agrikultur yang berasal dari negara-negara Pasifik untuk 

bekerja di Australia. Seasonal Workers Porgram dimulai sejak tahun 2012 

hingga saat ini (Australian Government: Department of Employment, Skills, 

Small and Family Business, 2019). Istilah seasonal atau musiman adalah 

sebuah peluang bagi pekerja asal Pasifik untuk memiliki kesempatan bekerja 

di Australia jika pekerja lokal tidak cukup untuk memenuhi permintaan 

musiman. Sehingga bagi petani yang mengikuti program tersebut disebut 

Seasonal Workers.  

Seasonal Workers memiliki keuntungan untuk mendapatkan gaji dan 

kesempatan belajar yang berharga di Australia. Banyak dari Seasonal Workers 

mampu memanfaatkan gaji tersebut untuk membiayai pendidikan anaknya, 

memulai bisnis baru atau membangun rumah. Sehingga bagi para petani, ini 

adalah sebuah kesempatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. 

Target dari negara asal petani adalah negara kepulauan Pasifik. Petani yang 

telah berpartisipasi adalah Papua Nugini, Tonga, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, 

Kiribati, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste (Australian 

Government:Department of Employment, Skills,Small and Family Business, 

2019). 

Partisipasi Papua Nugini dalam Seasonal Workers Program dari tahun ke 

tahun meningkat. Meskipun sejak dibentuknya Seasonal Workers Program  

tahun 2012, namun pada tahun 2015 hingga 2016 terlihat adanya peningkatan 
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akan partisipasi Papua Nugini dalam Seasonal Workers Program.  Dikutip dari 

Australian Bureau of Agricultural and Resources Economic and Sciences, 

berikut tabel partisipasi Papua Nugini adalan Seasonal Workers Program 

(Zhao, Binks, Kruger, Xia, & Stenekes, 2018) 

Tabel 3. 1 Partisipasi Papua Nugini adalan Seasonal Workers Program  dari 

tahun 2012-2016 

Negara 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Papua 

Nugini 

26 26 35 42 

 

Melalui Seasonal Workers Program, Australia membentuk sebuah blok 

perdagangan yang menguntungkan antar sesama anggotanya dimana 

anggotanya terdiri dari Australia, Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya 

tanpa Tiongkok. Hal ini sesuai dengan definisni economic strengthening yakni 

membentuk sebuah blok perdagangan tanpa adanya negara superior (Pape, 

2005, p. 36). 

3.3.2 Kerjasama Sistem Kabel Laut Koral sebagai Economic Strengthening 

Australia dalam mengimbangi Huawei di Papua Nugini 

Pada tahun 2016, Huawei Marine, perusahaan  private gabungan Huawei 

Technologies Co,.Ltd  dan Global Marine Sysrem Limited  mengumumkan akan 

membantu Papua Nugini untuk membangun sebuah Jaringan Transmisi 

Broadband Nasional. Huawei Marine bersama perusahaan telekomunikasi 



51 

 

negara, PNG Dataco Limited akan membangun sebuah jaringan kabel bawah 

laut nasional sepanjang 5.457 km untuk menyediakan dan menyambungkan 

jaringan telekomunikasi di 14 kota dan wilayah pesisir. Rencananya, kapasitas 

dari desain dari pembangunan jaringan kabel bawah laut tersebut sebesar 8 

Terabita per detik (Huawei, 2016). Pada tahun 2017, proyek National 

Broadband Network telah selesai dibangun dengan biaya sebesar USD 50.94 

juta. Dana proyek berasal dari dana gabungan antara GoPNG dan Eximbank 

China (Lowy Institute, 2018). 

Tujuan pembangunan jaringan tersebut adalah sebagai respon dari 

permintaan akan akses internet dan membantu mempercepat perkembangan 

sosial dan ekonomi di Papua Nugini. Menurut PNG Dataco, sistem ini sangat 

penting bagi Papua Nugini, karena selain mencakup jaringan kabel bawah juga 

menyediakan pintu gerbang internet dan pusat data. Sehingga dapat 

memperbaiki infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Papua 

Nugini (Huawei, 2016). 

Padahal perspektif Australia akan Huwei adalah sebuah ancaman siber. 

Huawei diduga dapat menggunakan aktivitas spionase. Menurut mantan PM 

Malcolm Turnbul menyatakan dalam wawancara CNBC bahwa Australia telah 

berusaha untuk menyertakan Huawei dan ZTE sebagai vendor  jaringan 5G di 

Australia, namun tetap tidak karena Australia belum mampu untuk mengurangi 

ancaman oleh vendor tersebut. Ancaman dapat berupa spionase melalui 

jaringan seluler berkecepatan tinggi (Choudrhury, 2019).  
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Sehingga bentuk Economic Strengthening Australia untuk mengimbangi 

Pengaruh Tiongkok adalah membangun kerjasama Sistem Kabel Laut Koral 

(Coral Sea Cable System).  Kerjasama ini masuk dalam indikator Economic 

Strengthening karena kerjasama hanya dianggotai oleh tiga negara tanpa 

Tiongkok. Pada tanggal 11 Juli 2018, Australia, Papua Nugini dan Kepulauan 

Solomon telah memandatangani MoU Sistem Kabel Laut Koral (Coral Sea 

Cable System, 2018).  Pembangunan sistem ini dibiayai sebagian besar oleh 

Australian Aid Berikut Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral 

(Coral Sea Cable System, 2018) 

Tabel 3. 2 Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral 

Momerandum of 

Understanding of System 

Coral Cable System 

11 Juli 2018 Selesai 

Design Finalisation September 2018 Selesai 

Marine Survey November 2018 Selesai 

Power Feed Equipment 

(PFE Manufacture) 

Januari 2019 Selesai 

Cable Manufacture April 2019 Selesai 

Equipment manufacture Maret 2019 Selesai 

Landing facilities and 

Land Cable Duct Run 

Juli 2019 Proses 

Ship to sites Agustus 2019 Proses 
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Station Instalation September 2019 Proses 

Cable main lay Oktober 2019 Proses 

System Commissioning Desember 2019 Belum 

dimulai 

 

Sistem Kabel Laut Koral adalah sebuah sebuah pembangunan kabel 

bawah laut fiber sepanjang 4.700km yang menghubungkan Sidney ke Port 

Moresby dan Honiora. Total kapasitas dari pembangunan sistem kabel tersebut 

adalah sebesar 40 Tpbs.  Pembangunan tersebut akan menyediakan 

infrastruktur komunikasi yang lebih cepat, murah dan dapat diandalkan untuk 

memajukan perekembangan ekonomi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. 

Salah satu Perkembangan ekonomi yang dimaksud adalah memudahkan para 

bisnis lokal untuk menggunakan internet demi mencapai pasar mancanegara 

(Coral Sea cable System, 2018).  

Dari Kerjasama ketiga negara tersebut pada akhirnya adalah sebagai 

upaya untuk memperkuat hubungan antar ketiga negara tanpa adanya Tiongkok. 

Upaya pembangunan Sistem Kabel Laut Koral juga dapat memperkuat ekonomi 

antar Papua Nugini dan Kepulauan Solomon   Sehingga. Kerjasama ini masuk 

dalam indikator Economic Strengthening karena anggota kerjasama disini 

selain negara superior dengan tujuan menguatkan ekonomi blok perdagangan 

setidaknya bagi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.  
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3.3.3 Upaya Ekspor, Impor dan Investasi sebagai bagian dari Economic 

Strengthening dalam upaya mengimbangi Pengaruh Perdagangan dan 

Investasi Tiongkok di Papua Nugini 

Selain bantuan luar negeri dan proyek infrastruktur dari Huawei, 

Tiongkok mengekspresikan hubungannya dengan Papua Nugini melalui 

Hubungan Investasi dan perdagangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

China Power menuliskan bahwa Investasi Tiongkok kepada Papua Nugini sejak 

tahun 2015-2017 bernilai sebesar $1,418 Miliar (China Power, 2017) 

sedangkan hubungan dagangnya jika ditinjau dari ekspor Tiongkok ke Papua 

Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar $2,406 Miliar dengan produk 

ekspor terdiri dari Peralatan Penyiaran, ban karet, senyawa kimia sodium dan 

potasium peroxide, kapal kargo dan penumpang ke Papua Nugini (The 

Observatory of Economic Complexity, 2017). Sedangkan, jika ditinjau dari 

Impor Tiongkok ke Papua Nugini, maka sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar 

$5,17 Miliar dimana Tiongkok mengimpor minyak dan gas bumi, kayu, nikel, 

tembaga dan logam mulia dari Papua Nugini (The Observatory of Economic 

Complexity, 2017). 

Maka, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut maka Australia 

mengaplikasikan economic strengthening dengan melakukan ekspor, impor dan 

investasi di Papua Nugini lebih banyak daripada Tiongkok. Jika ditinjau dari 

nominal ekspor, sejak tahun 2015-2018 nilai ekspor Australia terhadap Papua 

Nugini bernilai $5,649 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 
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2017; Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019)  

sedangkan Ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 sebesar 

$2,406 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Dari segi 

impor, nilai impor Australia terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 

bernilai sebesar $10,951 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 

2017; Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019) 

sedangkan nilai impor Tiongkok terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 

bernilai sebesar $5,17 (The Observatory of Economic Complexity, 2017) Jika 

ditinjau dari segi Investasi, maka nilai Investasi Australia di Papua Nugini sejak 

tahun 2015-2018 bernilai $37 Miliar (Australian Government: Department of 

Foreign Affairs and Trade, 2016; Australian Government: Department of 

Foreign Affairs and Trade, 2018). Sedangkan nilai investasi Tiongkok di Papua 

Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai $1,418 Miliar (China Power, 2017). 

3.3.4 Kerjsama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik sebagai 

Economic Strengthening Australia dalam mengimbangi Pengaruh 

Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini 

Berdasarkan data dari Lowy Institute (2018), Proyek Infrastruktur 

Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut (Lowy 

Institute, 2018). 

Tabel 3. 3 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-

2018 

Tahun Nama Proyek Biaya Sektor Keterangan 

2012 di 

mulai 

Waigani 

Convention 

USD 3.96 

juta 

Infrastruktur 

lainnya 

100% selesai 
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2015 

ditunda 

2016 

peresmian  

Centre 

2015 Pacific Marine 

Industrial 

Zone 

USD 11.83 

Juta 

Industri, 

Pertambangan 

dan 

Konstruksi 

100% selesai 

2016 Pacific Marine 

Industrial 

Zone 

USD 9.19 

juta 

Industri, 

Pertambangan 

dan 

Konstruksi 

100% selesai 

2015 Western 

Pacific 

University 

USD 25.35 

juta 

Pendidikan 0% progres 

2016 New Ensa 

Provincial 

Hospital 

USD 162.64 Kesehatan 0% progres 

2016 Community 

College 

USD 9.27 

Juta 

Pendidikan 100% selesai 

2017 Telikom(PNG) 

Limited 

USD 1.52 

juta 

Komunikasi 100% selesai 

2017 50-MW Edevu 

Hydropower 

Project 

USD 217.60 

juta 

Energi 0% progres 

2017 High Priority 

Economic 

Road Project 

USD 3.50 

miliar 

Transportasi 0% progres 

2017 Pacific Marine 

Industrial 

Zone 

USD 1.52 

juta 

Industri, 

Pertambangan 

dan 

Konstruksi 

100% selesai 

2017 Garoka Town 

Water Supply 

USD 32 juta Air dan 

Sanitasi 

0% progres 

2017 Integrated 

Agricultural 

Industrial 

parks in 

Western 

Highlands and 

Eastern 

Highlands 

USD 330 

juta 

Agrikultur, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

0% progres 

2017 Kokopo Town 

Sewerage 

USD 1.65 

juta 

Air dan 

Sanitasi 

100% selesai 
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2017 National 

Broadband 

Network 

USD 50.94 

juta 

Komunikasi 100% selesai 

 2018 132KV 

Transmission 

Lines 

USD143.07 Energi 0% progres 

 

Maka Economic Strengthening Australia adalah membangun sebuah blok 

perdagangan yang beranggotakan AS dan Jepang. Blok perdagangan tersebut 

berjudul Kerjsama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik 

(Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific).  

Kerjsama Trilateral untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik 

memiliki mandat untuk memajukan pembangunan infrastruktur yang 

memberdayakan masyarakat dan mematuhi standar global. Pembangunan yang 

bersifat berkelanjutan yang mematuhi standar sosial, buruh dan lingkungan, 

memastikan transparansi dan menciptakan peluang ekonomi untuk semua 

termasuk perempuan dan pekerja lokal yang menghormai kedaulatan nasional 

tuan rumah (Export Finance Australia, 2019).  

Pada tanggal 12 November, beberapa pihak telah menandatangi MoU. 

PIhak tersebut berasal dari Departemen Urusan Luar Negeri Perdagangan 

Australia, Export Finance and Insurance Coorporation (EFIC), the Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC), dan the U.S. Overseas Private 

Investment Corporation (OPIC). Kerjasama trilateral tersebut bertujuan untuk 

membangun proyek infrastruktur, meningkatkan konektivitas digital dan 

infrastruktur energi. Kerjasama Trilateral ini akan berkonsultasi dengan 
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berbagai negara di Indo-Pasifik termasuk Papua Nugini (Prime Minister of 

Australia, 2018).  

Pada bulan April 2019, ketiga negara telah berkunjung ke Papua Nugini. 

Mereka berkonsultasi dengan pemerintah, sektor swasta dan sektor relevan 

lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi proyek 

infrastruktur yang berpotensial dibangun dan dibiayai bersama (Export Finance 

Australia, 2019). 

Australia sebagai bagian dari anggota kerjasama trilateral telah 

berkomitmen akan memberikan dana Papua Nugini dan Indo-Pasifik secara 

keseluruhan. Pada bulan Juli, agensi keuangan yang melayani secara finansial 

ekportir Australia kepada konsumenya di Pasifik dan luar Indo-Pasifik yakni 

EFIC telah mengembangkan mandatnya dengan membuat Australian 

Infrastructute Financing Facility for the Pacific (AIFFP) (Australian 

Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). 

AIFFP berfungsi sebagai penyedia jasa jaminan dan pinjaman untuk 

proyek infrastruktur seperti telekomunikasi, energy, transportasi, akses air dan 

infrastruktur prioritas lainnya di Pasifik dan Timor Leste (Australian 

Government: Department of Foregin Affairs and Trade, 2019). Dana yang ada 

didalamnya sekitar US$ 2 miliar yang terdiri dari dana hibah dan pinjaman 

(Australian Government: Department of Foregin Affairs and Trade, 2019). 

Berikut jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang 

dan AS di Papua Nugini 
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Tabel 3. 4 Jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang 

dan AS di Papua Nugini 

Kegiatan Waktu Keterangan 

Penandatanganan 

MoU 

12 November 2018 Selesai 

Identifikasi Proyek 

Potensial di Papua 

Nugini 

April 2019 Selesai 

Pembentukan AIFFP  Juli 2019 Selesai 

 

3.4 Aplikasi Signals of Resolve to Balance sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini 

 Signals of Resolve to Balance, Pape menjelaskan bahwa strategi ini dan 

keseluruhannya adalah permainan koordinasi dimana berkoordinasi secara timbal 

balik untuk menentang kebijakan negara superior atau negara yang mengancam. Jika 

beberapa negara dapat bekerjasama dan berulang ulang melakukan beberapa indikator 

lainnya yakni territorial denial, entangling diplomacy dan economic strengthening, 

maka mereka secara bertahap meningkatkan rasa saling percaya untuk bekerjasama 

melawan ambisi pemimpin negara lawan.   

 Berdasarkan penelitian ini, Australia telah melakukan indikator signals of 

resolve to balance. Hal ini didasarkan berbagai akumulasi pengaruh Tiongkok di 

Papua Nugini (Motegi, 2019).  Pada sub bab ini akan menjelaskan dua pengaruh 
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Tiongkok di Papua Nugini. Pertama kerjasama militer Tiongkok dan Papua Nugini. 

Kedua adalah Pengaruh Tiongkok melalui Proyek Infrastruktur di Papua Nugini.  

3.4.1  Inisiasi Bersama Lombrum sebagai Signals of Resolve to Balance 

Australia dalam Mengimbangi Kerjasama Militer antara Tiongkok dan 

Papua Nugini 

 Berikut beberapa high visit diplomacy antara Tiongkok dan Papua Nugini 

dari segi militer. Pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk 

Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan 

Tiongkok akan kendaraan militer baru kepada Papua Nugini. Menurut Xie 

Bing, Tiongkok telah membantu berkontribusi dalam hal infrastruktur dan 

peningkatan kapasitas tentara Papua Nugini sehingga harapanya hubungan 

militer antar keduanya semakin kuat (Ministry of Foreign Affairs of the 

People's Republic of China, 2017).  Berdasarkan  penjelasan engagement dari 

segi militer antara Tiongkok dan Papua Nugini, maka dapat penulis analisis 

bahwa engagement tersebut studi kasus untuk menjabarkan Teori Ancaman 

Tiongkok  yakni ia menggunakan berbagai kekuatannya baik itu high visit 

diplomacy, untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik.  

   Pada tanggal 26 Juli 2018, Papua Nugini dan Tiongkok telah 

menandatangi perjanjian kerjasama militer. Dimulai dengan kunjungan kapal 

rumah sakit angkatan laut Tiongkok (Chinese Navy‘s‖ Square Boat‖ hospital 

ship) sebagai ceremonial untuk menandai hubungan militer antar keduanya. 

Kapal tersebut digunakan untuk layanan medis kemanusiaan kepada Papua 
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Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) 

(Motegi, 2019).  

 Maka bentuk signals of resolve to balance adalah Australia melakukan 

inisiasi yakni melanjutkan kerjasama melalui pengembangan ulang Pangkalan 

Militer Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus, Papua Nugini.  Pada tanggal 

1 November 2018, PM Scott Morrison dan O‟Neill mengumumkan secara 

resmi dibentuknya sebuah inisiasi yakni  Inisiasi Bersama Lombru m atau lebih 

dikenal dengan The Lombrum Joint Initiative (Prime Minister of Australia, 

2018).  

 Selain itu, AS sebagai sekutu Australia juga memiliki niat untuk 

bergabung dalam inisiasi tersebut. Hal ini dinyatakan langung oleh Wakil 

Presiden AS, Mike Pence pada saat konferensi tingkat tinggi APEC di Papua 

Nugini pada tanggal 16 November 2018. Pada saat konferensi berlangsung, 

Mike Pence mengumumkan bahwa akan bergabung dengan inisiasi tersebut 

(Mike Pence, 2018).  

  Berdasarkan penggambaran kerjsama tersebut, penulis menganalisis 

bahwa Ancaman Tiongkok di respon oleh kegiatan Signals of resolve to 

balance oleh Australia dan AS melalui komitmen mereka bekerjsama dalam 

pengembangan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum tersebut. Hal ini 

dapat sesuaikan dengan defenisninya bahwa jika beberapa negara dapat bekerja 

sama, dan berulang kali maka dapat meningkatkan kepercayaan antar mereka 

dalam rangka untuk melawan ambisi pemimpin negara lawan.  
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Untuk memperkuat analis signals of resolve to balance, Australia bersama 

negara lain yakni AS dan negara second ranked powers yakni Jepang dan 

Papua Nugini melakukan soft balancing secara berulang ulang. Kerjasama 

tersebut dapat ditinjau dari upaya Australia dan AS terhadap pembagunan 

Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum. Selain itu, Upaya Australia, AS 

dan Jepang dalam melakukan entangling diplomacy dengan menggunakan 

ASEAN sebagai manuver diplomatik dalam rangka mengimbangi posisi 

Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan.  Selain itu, Australia dan Papua 

Nugini dan Kepulauan Solomon membangun sebuah blok perdagangan melalui 

Seasonal Workers Program. Dan, AS dan Jepang turut bekerjasama dengan 

Australia untuk mengimbangi Pengaruh Infrastrukur Tiongkok di Papua Nugini 

melalui Kerjsama Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Australia telah mengaplikasikan tiga dari 

empat indikator soft balancing. Ketiga indikator tersebut adalah entangling 

diplomacy, economic strengthening dan signals of resolve to balance telah 

diaplikasikan untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini sepanjang 

tahun 2015 hingga 2019.   

Aplikasi soft balancing didorong oleh kepentingan ekonomi, isu keamanan dan 

kepentingan domestik dalam mengimbangi negara rival atau potensial menjadi 

musuh. Dengan demikian berdasarkan konsep soft balancing maka Tiongkok 

dianggap sebagai pemain yang berpotensial menjadi musuh karena berbagai pengaruh 

yang terjadi baik dari segi keamanan dan militer, bantuan luar negeri dan politik.  

Berpotensial menjadi musuh bukan menjadi musuh sesungguhnya juga 

disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini belum mengancam secara tegas 

akan posisi Australia sebagai hegemonic power di Papua Nugini. Tiongkok belum 

melakukan tindakan agresif seperti perang atau membangun pangkalan militer di 

Papua Nugini. 

Namun atas dasar teori ancaman Tiongokok (China Threat Theory) yang 

mengagas tentang bahaya Tiongok yang muncul mulai dari ancaman  militer, 

ekonomi dan lain lain serta fakta bahwa pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang 

ada dari tahun ke tahun sehingga pengaruh Tiongkok  berpotensial mengancam 
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Australia sebagai hegemonic power di Papua Nugini. Untuk mengimbangi pengaruh 

Tiongkok tersebut maka Australia mengimbangi Tiongkok dengan cara 

mengaplikasikan soft balancing dalam rangka mengimbangi pengaruh Tiongkok di 

Papua Nugini pada tahun 2015-2019.  

Berbagai ancaman Tiongkok yang telah Australia imbangi adalah mulai dari 

ancaman siber, ancaman hubungan militer antara Tiongkok dan Papua Nugini, 

ancaman ekonomi dan ancaman kepentingan lainnya atau ancaman tekanan publik 

kepada pemerintah Papua Nugini untuk mendukung posisi Tiongkok di sengketa Laut 

Tiongkok Selatan.  

Berikut rangkuman aplikasi Soft Balancing Australia terhadap pengaruh 

Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019. 

- Aplikasi Territorial Denial 

 Australia tidak mengaplikasikan territorial denial kepada Tiongkok meskipun 

adanya pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini baik itu 

pemberian alat militer angkatan darat yang  bernilai  sebesar  USD 5.34 juta (Lowy 

Institute, 2018) dan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (Chinese 

Navy‘s‖ Square Boat‖ hospital ship) sebagai ceremonial untuk menandai hubungan 

militer antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of 

China, 2018) (Motegi, 2019). 

- Aplikasi Entangling Diplomacy 
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Australia mengaplikasikan entangling diplomacy disebabkan oleh pengaruh 

Tiongkok dari segi politik. Pengaruh tersebut terjadi pada tahun 2016 ketika 

pemerintah Tiongkok melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan 

pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok 

Selatan. Sehingga Papua Nugini pun mendukung Posisi Tiongkok dalam sengekta 

laut Tiongkok Selatan.   

Padahal, aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasuki tahap yang 

membahayakan seperti pembagunan kontruksi yang menciptakan bentrokan dengan 

berbagai pihak. Bentrokan dengan berbagai pihak tersebut yakni nelayan, penjaga 

pantai dan kerusakan aset laut. Dengan demikian Australia yang mendukung tatanan 

global berdasar hukum di Indo-Pasifik mengalami tekanan yang signifikan.  

Dengan demikian, Australia melakukan entangling diplomacy dengan 

menggunakan norma institusi untuk menunda, memperumit dan mencegah ambisi 

Tiongokok Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengumumkan pernyataan bersama 

dengan dua negara lain, AS dan Jepang. Pernyataan tersebut bersisi desakan agar 

Tiongkok mematuhi keputusan arbitrase Konfensi PBB tentang hukum laut 

(UNCLOS) tahun 2016.  

- Aplikasi Economic Strengthening  

Australia mengaplikasikan economic strengthenig disebabkan oleh pengaruh 

bantuan luar negeri Tiongkok kepada Papua Nugini dan pengaruh keamanan. 

Berbagai bantuan yang telah diberikan sejak tahun 2015-2018. 
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Sehingga untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut adalah dengan 

melaksanakan program Seasonal Workers Program sebagai wujud dari pembentukan 

blok perdagangan tanpa adanya Tiongkok di dalamnya.   

Aplikasi lain yang dapat dikategorikan sebagai economic strenghtening adalah 

pengaruh Tiongkok dari segi keamanan. Keikutsertaan Huawei dimana perusahaan 

yang dilarang berporasi di Australia kini membangun sebuah National Broadband 

Network di Papua Nugini. 

Sehingga bentuk Economic Strengthening Australia untuk mengimbangi 

Pengaruh Tiongkok adalah membangun kerjasama Sistem Kabel Laut Koral (Coral 

Sea Cable System).  Kerjasama ini masuk dalam indikator Economic Strengthening 

karena kerjasama hanya dianggotai oleh tiga negara yakni Australia, Papua Nugini 

dan Kepulauan Solomon tanpa Tiongkok.  

Selain itu, Australia juga mengimbangi ancaman Tiongkok dari segi Pengaruh 

ekonomi yakni hubungan ekspor,impor dan investasi. Sehingga untuk 

megimbanginya, secara bilateral Australia dan Papua Nugini telah membangun 

sebuah blok perdagangan tanpa Tiongkok dimana Australia meningkatkan hubungan 

ekspor,impor dan investasi di Papua Nugini lebih banyak dibandingkan hubungan 

ekspor, impor dan investasi Tiongkok di Papua Nugini.  

 Selain pengaruh ekonomi, ternyata pengaruh Tiongkok dari segi proyek 

infrastruktur juga dapat melahirkan upaya economic strengthening. Berbagai proyek 

infrastruktur baik yang sudah selesai dan dalam proses pembangunan. Maka 
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economic strengthening Australia adalah bekerjsama dengan AS dan Jepang dengan 

membentuk Kerjsama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik 

(Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific). Kerjsama 

Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik memiliki mandat untuk 

memajukan pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat dan 

mematuhi standar global dan meningkatkan peluang ekonomi.  

- Aplikasi Signals of Resolve to Balance  

  Aplikasi signals of resolve to balance Australia dalam mengimbangi Tiongkok 

sebabkan oleh Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini dari segi keamanan dan ekonomi. 

Pengaruh keamanan Tiongkok di Papua nugini seperti pemberian bantuan peralatan 

militer kepada Papua Nugini pada tahun 2017 dan kunjungan kapal rumah sakit 

angkatan laut Tiongkok di Papua Nugini dan juga pengaruh operasi kapal non militer 

yang melintasi laut diantara pangkalan militer Lombrum dan pangkalan militer 

angkatan laut AS di pulau Guam merupakan berbagai pengaruh dari segi keamanan.  

 Maka Austalia mengaplikasian signals of resolve to balance adalah dengan 

bekerjasama dengan negara lain yakni AS. Berdasarkan penggambaran kerjsama 

tersebut, penulis menganalisis bahwa ancaman Tiongkok di respon oleh kegiatan 

signals of resolve to balance oleh Australia dan AS melalui komitmen mereka 

bekerjsama sama dalam pengembangan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum 

di Pulau Manus, Papua Nugini. Hal ini dapat sesuaikan dengan defenisninya bahwa 

jika beberapa negara dapat bekerja sama, dan berulang kali maka dapat meningkatkan 
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kepercayaan antar mereka dalam rangka untuk melawan ambisi pemimpin negara 

lawan. 

Untuk memperkuat analis signals of resolve to balance, Australia bersama 

negara lain yakni AS dan negara second ranked powers yakni Jepang dan Papua 

Nugini melakukan soft balancing secara berulang ulang. Kerjasama tersebut dapat 

ditinjau dari upaya Australia dan AS terhadap pembagunan Pangkalan Militer 

Angkatan Laut Lombrum. Selain itu, Upaya Australia, AS dan Jepang dalam 

melakukan entangling diplomacy dengan menggunakan ASEAN sebagai manuver 

diplomatik dalam rangka mengimbangi posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok 

Selatan.  Selain itu, Australia dan Papua Nugini dan Kepulauan Solomon membangun 

sebuah blok perdagangan melalui Seasonal Workers Program. Dan, AS dan Jepang 

turut bekerjasama dengan Australia untuk mengimbangi Pengaruh Infrastrukur 

Tiongkok di Papua Nugini melalui Kerjsama Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-

Pasifik. 

4.2. Saran dan Rekomendasi 

 

Penelitian ini hanya membatasi studi kasus terhadap Pengaruh Tiongkok di 

Papua Nugini yang berotensial mengancam Australia. Peneleitian dengan cakupan 

mulai dari 2015-2019 dengan dua rezim pemerintahan yakni mantan PM Malcolm 

Turnbull pada tahun 2015-2018 dan awal pemerintahan  PM Scott Morrison pada 

tahun 2019. Dengan demikian untuk mengimbangi negara yang berpotensial 

mengancam maka penelitian ini menganalisis segala kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Australia menggunakan konsep Soft Balancing oleh Robert A. Pape.  
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Namun, penelitian ini memiliki memiliki kekuarangan. Sehingga penulis 

memberikan saran dan rekomendasi agar penelitian selanjutnya dapat meneliti 

aplikasi Soft Balancing Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada 

masa selain 2015-2019 atau selain rezim PM Malcolm Turnbull dan Scott Morrison. 

Terutama meneliti aplikasi soft balancing pada masa rezim yang dipegang oleh Partai 

Buruh. Karena setiap rezim yang dipimpin oleh rezim partai buruh atau liberal 

memiliki perbedaan dalam mengeluarkan setiap kebijakan luar negeri. 
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